BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR | Tole, Q020
TENTANC

FEDOMAN PELAKSANAAN ANCOARAN PENDAPATAN DAN
" BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang 1 a. bahwa Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah ditctapkan
sebagal kebijjakan rencana keuangan lahunan dalam rangkn
penyelenpgaraan tugas pemerintahan daersh schingga harus
dilakukan asecara tertib, efisien, efektif, transparan, dan
bertanpgung jawab;

b. bahwa dengan telah ditetapkanoya Peraturan Dacrah MNomor 6
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Habupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 [Lembaran
dacrah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 275), maka
untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolasn Keuangan Dasrah
perlu  adanva  kebijakan pengaturan mengenal  pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anpparan 2025;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimuksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksansan Angparan Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Wegara (Lembaran Negara Republilk, Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4286},
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3. Undang-Undang [‘-.'I:lm:::ut‘ 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomgr 5, Tambaban Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomeor 4355);

4. Undang-Undang Momar 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan
Daerah [Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5587] schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denpan  Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peramiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kega Menjadi Undang-
Undang (lLembarann Negara Republik Indomesia Tahun 2023
Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6856);

5. Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabiun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601];

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Eruangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2022 MNomore 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6757);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang
Penpgelolasn Keuangan Daerah [Lembaran Mepara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

H. Peraturan Pemerintabh Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Mannjemen Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023  tentang
Ketentuann Umum  Pajak Daerah dam  Retrbusi  Doaeroh
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor GBEL);

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2023  tenilang
Penpelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indenesia Tahun 2023 Nomer 100, Tambahan Lembaran
MNeegara Republik Indaonesia Nomor GEE3);

11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahen
Atps. Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 lentang
Pengadaan  Darang/Jasa Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 33);

12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional [Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2020 Nomor 57);
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Menstapakm

13 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan
Pejabal  Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrast
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Bd;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tin Percepatan dan Perlupsan Digitalisasi Dacrah
Provinsi dan Eabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2021 Nomoer 1283);

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2004
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pernerintah
Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendepatan dan Belanja
Daerah.{Perita Negara Republik Indonesia Tahun 20022 Nomor
382

17.Peraturan Daesrsh Kabupaten Konawe MNomor ¢4 Tahun 2021
tentang Penpgelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe
{Lemharan Daerah Eabupaten Konawe Tahun 2021 Komor
25R);

18, Peraturan Dacrah Kabupaten Konawe Nomor fi Tahon 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Konawe Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2024 Homor 275);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUFATI TENTANG PEDOMAN PELAKSATNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMNJA THAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025,

BADB 1
KETENTUAM UMUM
Posal 1

Delam Peraturan Bupatl ini yang dimakasud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.

2. Bupet adalal Bupati Konawe.

3. Perangkat Daerah vang sclanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembenta Bupati dan Dewan Perwakilan Halvat
Daerah  Kabupaten dalam  penvelenpgaraan Urusan
Pemerintahan vang menjadi kéwenangan Daerah,

4, Keuangan Dasrah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemenniahan Daeralh yang
dapat dinilai dengan uang serla segala bentuk lelayaan
vang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak
fdan kewajiban Daerah.

2. DPengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pengangearan, pelaksanaan,
penatausahann, pelaporan, pertanggung  jowaban, dan

pengawasan Keuangan Daerah,
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B, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyva
disingkat APBD adaluh rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

7. Batuan Kerja Perangkat Daecrah yang selanjutnya disinghkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemernintah
Daerah yang melaksanokan Urusan Pemeriniahan Daerah.

. Unit BKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 [satu)
atau beberapa Program.

9, Badan Layanan Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistemn yang ditcrapkan oleh SKPD atau unit
SKPD pada SKFD dalam memberikan pelayanan kepada
masvarakst  yang mempunyal flekaihilitazs dalam  pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari Ketenruan
FPenpelolaan Keuangan Daerah pada urmibmnya.

10 Satuan Ketja Pengelola Keuangan Daerah vang selanjuinva
disingkat SKPED adalsh unsur penunjang  Urusan
Pemernntahan pades Pemerintah Dacrah yang melaksanakan
Penpeloloan Keuangan Daerah yvang dalam hal ini adalah
Badan Penpgelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

11. Badan = Penpelolaan Keuanpan dan Aset Daerah vang
sclanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Kecuangan dan Asct Dacrah Kabupaten Konawe,

12. Pemegang Eckuasaan Mengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati vang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelengpartakan keseluruhan  pengelolaan keuangan
daerah.

3. Pejabat Pengelola HKeuangan Daerah vang  selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala BPKAT yang mempunyai
mpgas melaksanakan pengelolaan APBD dan  bertindalk
sebagai bendahara umum daesrah,

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjurnya dizingkat BUD
adalah PPED yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

15. Kuasa BUD adalah pejabat vang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD,

1A, Pengpuna Anggaran yang selanjutiya disingkat PA adelah
peiabat pemegang kewenangan penpgunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD vang dipimpinnyva.

17. Penppuna Barang adalah ].:-:j'uhﬂf: prmegRng  kewenAngan
penggunaan barang milik dacrah.

18. Kuasa Pengpuna Angparan yvang selanjutnya disinglkat EKPA
adalah pojabat yang diberi kuasa uptuk melaksanakan
gebapian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tupas dan futigsi SKPD.

19. Pejabat Pembuat Eomitmen yang aclanjutnya disingkat PPK
adalah peabatl yang diberd kewenangan oleh PASKPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakon yong
dapar mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dasrah,.
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20, Pejabat Penatousshaan Keuangan Satuan Herja Peranghat
Diaerah yang selanjutnya disingkat PPK S8KPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SEPD.

21. Pojabat Penatausahaan Keuangan Badan Lavanan Umum
Daerah yang selanjumya disingkat PPK BLUD adalah pejabat
yang melaksanakan funpsi tata usaha keuangan pada BLUD.

22. Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD vang
melaksanakan 1 [satu) atau beberapa kegiatan/sub kegiatan
dari suatu program sesua dengan hidang tugasnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabar yang ditunjuk untuk
mernerinea, menyimpan, menyelorkan, menatausahakan, dan
mempertangpungiawabkan uang Pendapatan Dacrah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD,

24, Bendahara Penerimasn Pembantu  adalah  pejabat vang
ditunjuk untuk menedma, menvimpan, menvetorkan,
menatausshakan dan  mempertangsungiawabkan  uang
pendapatan dacrah delam rangks pelaksanaan APRD pada
unit kega SKPD,

25, Bendahara  Penpeluaran  adalah  pejabat yang  ditunjuk
menerimA, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertenpgunpjawabkan wang untulk  keperluan
Belanja Dacrah dalam rangka pelaksanaan APRD pada
SKPL.

206, Bendahara Pengeluaran Pembantu  adalah  pejabat yang
ditunjuk menerimea, menvimpan, meombayarkan,
menatausshakan dan mempertanggung jawabkan uang
uniuk keperluan belanja daerabh dalam rangka Pelaksanann
ATBI pada unit kerja SKPD.

27. Pegawai Aparatur 3ipil Negara vang selanjutnya disingkat
Pegowai ASN adalah pegawai neger aipill dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembine kepegawaian dan diserahi tugas dalam
sualu jabatan pemerintaban atau diserahi tugas neogara
lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang
unrangan.

28, Tim Angearan Pemernntah Dasrah yang selan)uinyva disingkat
TAPD adalah (im yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka ponyusunan
APHELD,

29, Rencana HKerga dan Anpgaran Satuan Kerja Peranghkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat HKA-SKPD  adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yvang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yvang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunekan sebagal dasar
penyusunan rancangan APBD.

b
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30, Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas vang terukur.

31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
[satul atau lebih Kegiatan vang dilaksanakan oleh satuan
kerjn. perangkat  doerah  mtauw  masvarakat  yang
dikoordinasilan olely Pemerintah Daerah untuk mencapai
aasaran dan twjuan pembangunan Daerah,

32. Kegiatan adalah bagian dan Program yang dilaksanakan oleh
1 [satu) atau becherapa satuan kerja perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terditi dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atan kombinasi dar beberapa atay semua jenis
sumber dava terachut, sacbagai masukan  untuk
menghasilkan keluaran dalam bentulk barang/jasa.

33. Keluaran adaleh barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yvang dilaksanakan untuk mendukung pencapadarn
sasaran dan tujuan Program dan kehijakan,

34. Hasail adaleh  scgala sesuata yang mencerminkarn
berfungsinya keluamn dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

35 Sasaran adalah hasil yang dibarapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dar suatu kegiatan.

2. Kas Umum Daerah adslah tempat penyimpanan uang
Dacrah yang ditentukan ecich Bupati untuk menampung
seluruh  Penerimaan  Daerah dan membavar  seluruh
Penigeluaran Dacrah.

37. Relkening Kas Umum Daerah vang selanjutnyva disinghkat
EEUD adalah rekening tempat penyimpanan uvang Dasrah
yvang ditentukan oleh Bupati untuk menampung selurnh
Penerimaan Dasrah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daetah pada bank yang ditetaphkan.

38, Penerimaan Daerah adalah ueng yang masuk ke Kas
Daprah,

3% Pengeluaran Daerah adalah wang yang keluar dari Kas
Daeral.

40, Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah milai kelayaan bhersib dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

41, Belanja Daerah adalalt semua kewajiban Pemerintah Dacrah
vang diakui sebagai pengurang nilai kekayean bersih dalam
periode tahun anggaran berkenasan,

42 Surplus Anggaran Daerah adalah  selisih lebih  antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

43 Defisit Anpggaran Daerah adalah selisih kurang anlara
pendapatan daerah dan belanja daerah.
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Pembiavaan ndalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/fatau pengeluaran vang akan diterima kermbal,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun angegaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anpeeran sclama 1 (satu) periode anggaran.
Pinjaman Na=srahh  adalah =TS transakai VANE
mengakibathan daerab menerima seéjumlah usng atau
menerima manfaat yang bernilai uang dar pihak lain
schinpea  daerah  dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Fiutang Daerah adalah jumlah uang vang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atauy  hak Pemerintah
Daerah vang dapat dinilai dengan uang schagai akibat
perjanjian  atau alibat lainnya berdasarkon  ketentuzn
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya vang
azh.

Pembernian  Pinjaman  Dacrah  adalah bentolk investasi
Pemerintah Dacrah pada Pemerintah Pusat, Pemenntah
Dacrah  lainnya, baden  layanan uamum dasrah milik
Pemerintah Daerah Jainnya, badan usaha milik negara,
Badan WUsaha Milik Daerah, koperasi, dan masvarakat
dengan hak memperoleh bungs dan pengembalian pokok
pinjaman.

Utang Daerall yang selanjuinya diechut Utang adalah jumlah
nang yvang wajib dibevar Pemerintah Daerall dan/atau
kewnjiban Pemerintah Daerah yvang dapat dinilai dengan
uang  berdasarkan  peratiran Perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

.Dana Cadangan adelah dana vang disisihkan uontuk

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang Udak daepat dibebankan dalam 1 (satu} tahun
anggaran.

Beban adalah penurunan manfaal ckonomi atau patensi jasa
dalam pericde pelaporan yang menurunkan ekuitas atau
nilai kekayaan bersih yang dapal berupa penpgeluaran atan
konsurmsi aset atay timbulnya kewajiban.

Dobkumen Pelaksanaan Anpgaran Satusn Kerja Peranghkat
Daerah yang selanjubnya  disingkat DPA-SKPD  adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen vang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKFD vang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebapgai dasar pelaksanaan
anggaran oleh PA,

Anpparan Has adalah perkiraan amis kas masuk yang
bersumber dard penerimaan dan perkirasn arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup puna
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode,
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54. Surat Penyediaan Dana vang selanjutnya disingkat 3FD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai
dasar penerbitan =surat permintaan  pembayaran  atas
pelaksanaan APBDL.

55, Surat Permititaan Pemnbayaran yang selanjutnys disingkat
8PP adalah dokumen yang digunakan unriuk mengajukan
permintaan pembayaran.

56, Uang Persediaan yang selanjutnya disinglat UP adalah uang
muks kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
hendaham  pengeluaran untuk membiavai  Kegiatan
cperasional pada satuan kerja perangkal daerahfunit satuan
kerja.  perangkat daerah danfatau  untuk membiayai
pengeluaran  vang menurar sifat dan  tujusnnya  tidak
mungkin  dilakukan melalui  mekanisme pembayvaran
langsung.

57. Tambahan Uang Persedizan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan wuang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaranf/bendahara pernpgeluaran pembantu
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang
tidak cukup didanai dard UP dengan batas waktu dalam |

[satu)] bulan,
58, Pembayaran Lanpsung vang sclanjutnya disingkat LS adalah
Pembayaran Langsung kepada bendahara

pengeluaran/penerima hak lainnya atas desar peganjian
kena, surat tugas, dan arau surat perintah kerje lainnywm
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

549. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen vang digunakan untuk penerhitan surat
perintah  pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA-
SKFPLY,

60, Surat Perintah Membavar UP yang selanjutnva disingkat
SPM-UP adalah dokumen vang digunakan untuk penerhitan
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanad
Kegiatan,

61. Burat Perintah Membayar Ganti Usng Persedizsn yveng
selanjuinya  disingkat BPM-GU  adalah dokumen  yang
dignnakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atar  Beban pengeluaran DPA-SKPD  yang  dananva
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan,

62. Surat Perintah Membayar TU yang sclanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dekumen vang digunakan untuk penerbilan
sural perintah pencairan dana atas Deban pengeluaran DPA-
SKPD, Lkarena  kebutuhan dananya tidak  dapat
menggunakan LS dan UP.
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63. 3urat  Perintah  Membayar Langsung wang selanjutnya
disebut 5PM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana  atas  Beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

G4, Surat Perintah Pencairen Dana yvang selanjuthya disingkat
5P2D adalah dokumen wvang digunakan scbagai dasar
pencaitan dosia atas Beban APBD.

65 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalab prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik vang dipilih cleh
Pemerintah Daerah sebagai pedomean dalam menvusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerabh untuk
mementhl kebutuhan pengpuna laporan keuangan dalam
rangha meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar perode maupun aniar entitas.

66, Standar Akuntangi Pemerintahan vang selanjutnya disingkar
BAT adalah prinsip-prinsip aluntansi yang ditcrapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

FPasal 2

(1] Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman yang jelas dan terstrukiur mengenai
bagaimana pelaksanaan anggaran daersh dilakukan, agar
penggunnan anggaran dopat dilaksanakan secara efisien,
efeltif, dan sesual dengan peraturan yang berlakou.

{2) Tujuan disusunnva Peratiuran Bupati ini adalah scbagai
berikut:

a. menjamin dan memastikan bahwa pelaksanzan APBD
dilakukan =scauai  dengan  kKetetituan perundang-
undangan yang berlaku, seperti Undang-lIndang tentang
Keuvangan Negara dan perasturan-peraturan  terkait
lainnya;

b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas bagi PD
dalam menyusun dan menpgunakan anpgaran;

¢. menghindar penyalahpunaan angearan dan memastikan
bahwa angzaran digunakan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan; dan

d, diharapkan dapat menyusun dan  melaksanakan
anpgaman  dengan lebih terarah dan eesuai dengan
rencana pembangunan daerah.

Paral 3
{1) Pedoman peclaksanaan APBD Tehun Angparan 2025

dilaksanakan  sesumi dengan  kelenluan  peratican
perundang-undangan.
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{2) Pedaman pelaksanaan APBED  Tahun Anggaran 2025
sebagnimana dimaksud pada ayat (1] terdin atas:
8. Penetapan Pejabat Pelaksana APBL;
L. Pembukoan REUD, Rekening Operasional BUD, Kekening
Operasional SKPD, Rekening DBLUD, dan Pepempatan
Lang Daerah;

m e an

Pelaksanaan Pendapatan Daerah;

Pelaksanaan Belanja Daerah;

Pelak=anaan Pembiayaan Daecrah;

Palaksanaan Pengadaan Barang/.JJasa;

Pelaksanaan Pengeluaran Bagi Daerah yang Terlambat

Menetapkan AFBD TA 2025; dan
h. Pelaksanaan Pemantauan dan Fvaluasi Pelaksanaan
AFRID TA 2025,

(3 Ketentuan mengenad Pedomaen Pelaksanasn APBD Tahun
Angparan 2024  sebapaimans  dimaksud pada ayat (2
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bapan tidak
terpisahkan der Peraturan Bupati ini.

BABE I
KETENTUAN FPENUTUF

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanpggal diundanglkan.
Agpar seliap Orang mengetahuinya, memerintahlkan
penpundangan Peraturan Bupati ini  dengan penempatannyva
dalam Berite Daerah Kabupaten Ronawe,

Diundangkan di Unaaha
Pada langgal 4 Marel J00<

Ditetapkan di Unaabha
Pada tanggal < Malef Joor
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PERATLUEAN BUPATI KONAWE

NOMOR { TAHUN 085

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAMNJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025,

FEDOMAN PELAKSANAAN ANGUGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGCARAN 2025

1. Penetapan Pejabat Pelaksana APBD,

A Kepala Daerah ségera menctapkan pejabal pelaksana APBT TA 2025 pada
seluruh Satuan Kerja Peranghkat Daerah (BKPD| sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 125 Peraturan Pemerntah Nomeor 12 Tahun 2819, dan
Peraturan Pemerintah Momor 35 Tahun 2023 serta Bab 1 Lampiran
Peraturan Menleri Dalam Negeri Momor 77 Tahun 2020 tanpa
mencantumikan tahun anggaran, antara kin:

1. Bekretaris Daerab selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Eepala Satuan Kerja Pengelola Keuvangan Daerah (BKPED| sclaku
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (FPKD);
3. Kuasa Bendahara Unnum Daerah (Kuasa BUD),
Kepala SKPD selaku Pengpune Anggaran (PA);
5. Pojabat yang ditunjuk menetapkan Surat Ketetapan FPajak Daerah

[SKPD-D) dan Surat Ketetapan Rerribusi Daerah (SKR-1);

3. Hepala Unit SKFD selaku Huasa Pengpuna Anggaran (KPA] dalam hal

PA melimpahkan sebagian kewenanpantya kepada KPA;

7. Bepddahara Penerimaan;

8. Bendaharn Penerimann Pembantu;
Q.

1

o

Bendehare Pengeluaran;

(.Bendahara Pengeluaran  Pembantu  dalam  hal PA  melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada KPA;

11.Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khosus (UOBK); dan

12, Bendahara Khusus sesusy dengan lmtnni.uan peraturan perundang-
uridangan:

13.Kepala daerah atas usul BUD dapat menctapkan lebih dari | (satu}
Kuasa BUD di lingkungan S3KPKD dengan pertimbangan besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelala, heban
kerja, lokasi, dan/fatau rentang kendali - yang kriterianya ﬂjlel.:lpl:[an
Irepala daerah.
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Pelimpahan schagian kewenangan kepada kepala unit SKPD selaku KPA
sebagnimann dimnaksud pada angka & dengan pertimbangan besaran
anpgaran kegintan/suly kegintan, lokasi danfatau rentang kendali sesuaij
dengan kelentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Pertimbanpgan dimaksud dengan ketentuan aschagai berikut:

1. Untuk besaran anggaran kegiatanfaub kepiatan dilakukan Oleh PA
mendasari kriterin - yang  ditetapkan Oleh Kepala Daerah  dengan
mempertimbangkan, antara lain;

a. Besaran anggaran dan jumlah kepiatan serta sub kegiatan yang
fikelola Qleh PA: dan

. Perhitungan jumlah dokumen pertanggungiawaban dari aktivitas
pencapaian keluaran setiap sub kepiatan yang tercantum dalam
DPA-SKPD yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan
dan pembayaran, schingga membutuhkan pelimpahan.

2, Untuk lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD vang
membentuk cabang dinas, unit pelaksana tcknis daerah dan/atau
kelurahan seauai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa BUD selaku pejabat yang menerbitkan SP2D tidak diperkenankan

merangkap sebagai Kuasa Pengpuna Anggaran selaku pejabat vang

menerbithan 3PM untuk memenuhi prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memcerintehkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan ueng,

. Kepala S3KPD selaku PA dalam melaksanakan sub kepiatan pads SKPD

menelapkan pejabat yang membantu pelaksansen tugas dan wewenangnya

scrta pejabat yang melaksanakan fungsi tata usahe keuangan pada SKPD

sesual dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Paaal 13, Pasal 14

dan Pasal 15 Peraturan Pemerinitah Momor 12 Tahun 2019, Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Bab | Lampiran Peraturan Menter

Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020, meliputi:

1. Pejabat Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;

2, Pejabal Penilai Pajak Dumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
[FBB-F2|;

3. Pejabat Pemenksa Pajak dan Retribusi Daerah;

4, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PPTK];

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK BKPD];

&, Pejubat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPE Unit SKPLy;

7. Menetapkan pejabat lainnva pada SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

E.Menetapkan pegawal yang bertugas untuk membantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, PPK SKPD dan
PPK Unit SKFD.

Fenetapan PPTK sebagaimana dimaksuwd pade angke 4 memperhatikan

ketentuan, antara lain:

1. Berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran snggaran
kematan/sub kegiatan, behan kedga, lokasi, rentang kendali, danfatau
pertimbanpgan objektl lainnya wvang kritedanya ditetapkan kepala
daemh; dan

gy

Dipindai dengan CamScanner



2. Dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara {ASN] yang menduduld
jabatan struktural, dapat menetapkan pejabat fungsional selaku FFTK
yang kriterianya ditetapkan Oleh kepala daerah. Hal terscbut berlaku
bagi pejabat  struktural yang dialihkan ke pejabat fungsional
sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022

PPK SKPD dan PPK Unit SKPD sebapaimana dimaksud pada angka 5 dan

anpka & tidak merangkap sehapgai pejabat dan pegawai yang berfugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara

Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pemhbantu, Bendahara

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu /Uendahara

Khusua/Bendahara UOHE, FPTK, Pejabar Pembuat Komitmen, danfatau

Pejabat Pengadaan Barang/Jusa,

C. Dalamn hal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huraf
A dan huruf B berhalangan telap, berhalangan sementara danfatau bags
daerah otonom yeng barg dibentuk, sehingea terjadi kekosongan pejabat
dan telah ditunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan
untuk bertindak acbagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian
vang mendapatkan tambahan kewenangan delegatif dad kepala daerah
untuk pengelolaan kevangan daerah, maka pejabat dimaksud dapat
melaksanakan tugas pengelola keuangan dasrab sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan. Pendelegusian  kewenangan sebagai
pejabat pengelolasn keuangan daeraly dimaksud ditetapkan dengan
Keputusan Hepala Daprah yang masa berlakunya sampai dengan terbit
Keputusan HKepala Daerah yang menetapkan pegabat delinitif atau
berakhirnya masa jabalun sebagai penjabat, pelaksana tugss aran
polakaana harian,

[. Ponetapan Pejahat Pengadaan Barang/Jasa.

MNalam ranglka pengadasn barang jasa, pemernntah daersh menewaphkan

pejabat  yang - melalukan  proses  pengadaan barangfjasa  dalam

pengelolaan keuangan daerab vang melipui:

1. Berdasarkan ketentuan Bab | Butir E& dan Butdr 10 Lampiran
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 menyatakan
bahwa:

a. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadean barangfjasa. PA
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuei dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan; dan

b, Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadasn barang/jasa, KPA
bertindake schagai Pejabat Pembuat Komitmen sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

2, Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan avat (4) serta Pasal 74A
ayat (7} Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menvatakan bahwea:
a. Dalam hal PAFKPA bertindak sebapai Pejabat Pembuat Komitmen

pada pengadaan barang/jasa, PASKPA dapat menugaskan PPTK
untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan
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b. PFTK sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melaksanakan
tugas Pgubat Pembuat Komitmen wajib momenuhi persyaratan
kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

2. Pembukaan RKUD, Rekening Operasional BUD, Rekening Operasional SKPD,
Rekening BLUD, dan Penempatan Unng Daerah.
Dalam rangka pengelolaan uang daerah, Femerintah [Daerah membuka
REUD, rekening operasional BUD  dan  rekening Operasional SKPD
aehagsimana ketentuan Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Fasal
130, dan Pasal 131 Peraturan Pemetintah Momor 12 Tahun 2019 dan Bab V

Lampitan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan
ketenituan sebagai berikut:

A, RKUD

1. Kepala Dacrah dalam pengelolaan keuangan daerah menetapkan bank
umum yang sehat sebapai Bank Pencmpatan REUD sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  dimual  dalam
perjanjian  kerje  sama  antara BUD dengan bank wmum  yang
hearsangkutan.

2, Penetapan bank umum vong sehat sebagai bank penempatan REKUD
harua mempertimbangkan paling sedikit reputasi bank, pelavanan bank
dan manfaat.

3, Dalam rangka pengeloluan uang daerah, PPET selaku BUD membuka

REUD pada bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada angka
¥.

B. Rekening Operaaional BUD

1. Dalam pelaksansan operasional penerimaan daerah, BUD  dapat

membuka rekening penermaan pada bank yang ditelapkan (Oleh

Kepala Dacrah (Bank Penempatan EKUD) dengan ketentuan:

a. digunakan untuk menampung penerimaan dacrah setiap har.

b.dioprasikan sebagai  rekening  bersalde  ndhil  yang  selurub
penerimaannya dipindah bulukan ke REUD sekurang-kursngnya
ackali sehar pada akhir har kerja.

c.dalam hal kKewajiban dipindah bukukan sebagaimnana dimaksud pada
huruf b secara teknis belum dapat dilakukan setap hari, pemindah
bukuan dapat dilekukan sccara bherkala yang dietapkan dalam
Peraturan Kepala Tlaerah.

d.dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan pada bank
umum tertentu, BUD dapat membuka rekening penerimaan pada
bank umum dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah,

2. Dalam pelaksanaan operasional pengeluaran  daerah, BUD dapat

membuks rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan Oleh

Kepala Daerah (Bank Penempatan RKUD] sehapgai rekening vang

menampung pagy dana untuk membiayai kegiatan/sub keglatan

Pemerintalt Daerah sesual rencana pengeluaran vang besarannya

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
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C. Rekening Operasiohal SKPD

1.

oy

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan kas pada
tingkat SKPD, BUD} membuks rekening bank atas nama Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 3KPD pada bank vang
sama dengan Hank Penempatan RKUD berdasarkan usulan Kepala
SKPD setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan
kebutuhan uniuk mempermudah mekaniame penerimaan pendapatan
dasrah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan pada bank
umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembaniy pada bank umum
dimaksud seielah mendapat persetujuan Kepala Daerah, yang
dioprasilkkan  schagai  rekening  bersaldo nihil  vang  seluruh
penenimaannya dipindabh buokukan ke RERUD schurang-kurangnyva
sekali schan pada akhir har kerja.

Uniuk mendekatkan pelavanan pelaksanaan pengeluaran kas pada
tingkat SEPDy, BUD membuka relening pengelusran SKPD umiuk

mempermudah melanisme pelakeanaan belanja daerah,

. Rekening pengeluaran SKFD digunakan untuk pengelolaan uang vang

akan digunakan sebagai Dbelanja-belanja 3KPD, seperti  Uang
Persedinan [UPF] dan Tembahan Uang Persediasn [TUP vang dikelala
clch Bendahara PengeluaranBendahara Penpgeluaran Pembantu.
Eekening pengeluaran SKFPD  dibuka atas nama  Bendabara
Pengeludran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.

D. Eekening BLUD

1.

Rekening Unit SKPT? BLUD dan Unil Ouganisasi Bersifar Khusus BLUL
terdird atas:

a, Rekening Kas BLUD;

b. Rekening Penerimaan BLUD; dan

. Rekening Pengeluaran BLUD,

, Fekening Kas BLUD sebapaimana dimaksud anglka 1 huruf a

digunakan untul menampung p-:m::rfmaan dan pengeluaran kas vong
danenva bersumber dari pendapatan BLUT,

; Rekening pencomaan BLUTD sebapaimana dimebksud senpgka 1 huruf b

dioprasikan untuk menerima seloran langsung pencrimaan BLLUD
melatui Bendahara Penenmaan BLUD.

. Rekening pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf ¢

digunakan untuk pelaksanaan belanjs BLUD,

. Mekanisme pembukaan rekening BLUD sebagaimuns dimaksud anghka

1 sebagai berikui:

a. Pemimpin BLUD mengajukan usulan pembukaan rekening kas
BLUTY, mehkening penerimaan BLUD, dan rekening pengeluatan
BLUD kepada FPED selaku BUD dilampir dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. PPKD selakn BUD membuka rekening BLUL pada bank umum yang
gama  denpan Dank Penempatan REKUD  setelah  mendapat
persetujuan Kepala Daerah;
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E. Pencmpatan Kas Daecrah dalam [nvestusi Jangka Pendek

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan

dan/atau melakukan investasi junpka pendek atar uang milik dasrah yang

sementara. belum  digunakan sepanjang tidak mengganggu  likuiditas
keuangan daerah, tugas daerah dan  kualitas pelayanan  publik
sebagaimana amanat Pasal 131 Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun

2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menterd Dalam Megeri Nomor 77

Tahun 2020.

!’enempatm uang daerah dalam bentuk deposite danfatau  investas!

jangka pendek harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

L. vestasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan fdicairkan, ditujukan dalam rangks pengelolaan kas
dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 [dua belas)
bulan. Termasuk dalam investasl jangka pendek adalah deposito
berjanghka waktu 3 [tiga) bulan sampai dengan 12 {dua belas) bulan yang
dapat diperpanjang secara otomartis, pembelian Sumt Utang Negara
[SUN] jangka pendck dan Sertifikat Bank Indonesia (SDI).

2. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk
deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang
menjadi Bank Perscpai atau Bank Pembangunan Daerah.

3. Dalam rangka menjamin bkwiditas keuangan daerah, deposito
Pemeriniah Dacrah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke
RKUD Oleh BUD seuap saat diperlukan.

4. Sebelum metigalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka
pendek, BUD harus mevakini bahwa dana yang dipunakan adalah dena
yang benar-henar belum akan digunakan dalam waktu dekat {idle cash)
dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daersh, tugas daermh serts
kualitas pelayanan puhlik.

5. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada invesissi jangka
pendek kepada Kepala Daesmh, vang mencakup jumiah dana yang akan
diinvcatasikan dan piliban investasi serta olasan dan hasil analisa
pemilihan inwestas,

&, Berdasarkan rencana penempatan dans yang digjukan Oleh DUD atas
rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis
investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Keputusan
Kepala Daerah,

7. Berdasarkan Keputusan Kepala Doerah terschut pada angka 6, DUD
menerbitkan  Surat Perintab  Pemindah  bukuan ($P2) BUD yang
memerintahkan pemindahan dana dari REUD ke dalam investasi yang
dipilih.

. lnvestasi jangka pendek barus disetor ke REUD paling Lambet tenpgal
31 Desember 2025,
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3. Pelaksannan Pendapatnn Daesrah,
Dalam rangka memastikan ketersedinan dana untuk pelaksanaan Urusan
vang menjndi kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui
program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang diwujudkan dalam
APBD TA 2025, Pemerintnh Daecrah  harus melakuken pengelolaan
pendapatan dacrah  secara baik. Pendapatan daerah bersumber dan
Pendapatan Asli Decrah  [PAD], Pendapatan Transfer dan  lLain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah dikelola dengan memperhatikan hal antara [ain:
A. Pendapatan Asli Deerah
Adapun hagian terpenting dalam upays peningkatan realisasi pendapatan
pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  adalah  pelaksanaan  dan
penatausahasn pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan,
penetapan  besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan
penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan  pembatalan
ketetapan Pajok, Pemeriksaan Fajak, Penagihan Pajak dan Hetribusi,
penghapusan piutang Pajalk dan Eetribusi Oleh Kepala Daerah, dan
pengaturan Tain vang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi.
1. Pendaftaran dan Pendataan
o Pendaftaran Pajak Daerab

1] Wajib Pajak untuk jenis pajak yvang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditungule, dan Wajib
Pajak untuk jenis pejak yang dipungut berdasarkan perhitungan
senditn CHeh wagib pejak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
pajaknya kepads Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk.

2] Dalam pendaftaran tersebut, kepada Wajib Pajak diberikan sata
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPLD) vang diterbitkan Oleh
Pejabat yang ditutjul.

3] Selain NI'WFPD pada angka 2), Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan nomor regiatrasi, Nomar Olbjele Pajuk Dacrah (NOPD),
atau jerus penomaran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak
vang memerlukan pendaftaran objek Pajak  sesual denpan
ketentuan peratluran perundang-undangan.

4] Dalamn hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah
atau Pejabat yvang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWED
herdasarkan data vang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

b. Pendataan Pajuk Dacrah

1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjule melakukan pendataan
Wajilk Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan dala Objek Pajak danfatau  Wajip Pajak,
termasuk informasi geografis Objek  Pajak  untuk keperluan
adminietrasi perpajukan Dacrah,

2] Khusus untuk Pajak Kendarsan Bermotor (PKB), Pajak Alat Derat
(FAR], dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotran dan Perdesaan
(PEE-F2), pendataan meliputi;
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al seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedur, dan
seterusnya, untuk PEB;

b} seluruh alat beral yang dimiliki danjatau dikuasai dalam
wilayah Provinsi, untuk PAR; dan

of seluruh bumi dan/atan  bangunan  dalam wilayah
Kabupaten/kota, untul PBR-P2,

3| Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjoktil
dan objektil, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan penonaktifan atau  penghapusan NPWPFD, nomor
registrasi, NOPD, dan/fatau  jenis penomoran  lain yYang
dipersamekan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajils
Pajak.

4] Dalam hal penonaktifan  atau  penghapusan NPWPL, nomor
registrasi, MNOPD, dan/atau jenis penomoran lain  yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah
gtay Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalzm
jangka walktu 3 (tiga) bulan eejak tangpgal permohonan diterima
secarna lenpkap,

3] Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak
diterbitkan setelah melampaul jangke wakiu 3 [Lga)l bulat,
permohonan Wajib Pajak diangeap disctujui.

6] Penonaktifan atan penghapusan NFWTD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jeris penomoran lain yang dipersamakon secara jalalan
atau atas dasar permohonan Wajib Pejek dapat dilakukan
ecpanjang Wajib Pajak:

a) tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b tidak sedang mengajukan upayva hukum herupa keberatan,
banding, gugatan, atau poninjauan kembali,
2. Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang [BKP-T3 dan SKR-TY|
A Sehapgai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetaplan besaran

pajak dan retribusi lerutung berdasarkan surat pendaftaran objck

pajak/retribusi dengan menggunakan SKP-D/fSKR-II/dokumen lain
yang dipersamakan aecbagaimana amanat Pasal S6 Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ;

bodenis pajald yang dipungut berdasatkan penctapan Gubernur atau

Pejabat vang ditunjuk terdiri atas PKB, Bra Balik Nama Kendaraon

Bermotor (BBWEB], PAB, dan Pgjak Air Permukoan (PAF

sebapgaimana ketentuan Pazal 3 ayvac (1) Peraturan Pemerintah Nomor

da Tahun 20643, Selanjutnya, jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati/Wali Kota atau Pejabat yanp ditunjuk terdini atas

PHB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah [PAT), Opsen PKB, dan

Opsenn BENKDE sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023,
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c. Besaran pokok Opsen PEKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana
dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Gubernur di wilavah
Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKP-D
sebagaimann amanat Pasal 108 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomar
A5 Tahun 2023,

d.Berikut tahapan dan ketentuan Penetapan Besaran Pajak dan
Hetribusi Terutang;

1} Penetapan Desaran Pajak Terutang

a) Kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk menetapkan Pajak
lerutang herdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan
menggunakan SKP-D atau dokumen lain yang diperaamakan.

by Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKP-D
atay dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak teratang
sccara jabatan berdasarkan data vang diperolel atau dimiliki
oleh Daerah.

¢} Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atan keterangan lain
ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah
Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftoran objel
pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Dacrah stau
Pejebat yang ditunjuk dapal menetapkan Pajak  terutang
dengan menggunakan SKP-D  atau dokumen lain vang
dipersamalia.

d] Pajak terutang untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan

penetapan, ditetapkan paling lame 5 (lima] tahun sejak

terutangnya Pajak,

Penetapan Pajak terutang schagaimana dimaksud pada huruf

¢| tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuall PKB.

fi Penetapan PKB dan Opsen PEB terutlang dalam SKP-D dihitung
untuk 12 [dua belas] bulan berlurut-turut terhitung mulai saat
pendafluran Kendaraan HSermotor.

g Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKP-D dihitung
untuk jangka waktu 12 {dua belas) bulan berturut-turut
terhitung sejak kepemilikan danjstau penguasaan Alat Berat
secara sah.

I} Dalarm hal teradi perpindahan empat penguasaan Alat Berat
dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan, PAE tidak dipungut lagi sampai dengan
herakhimya janghka waktu sebagaimana dimaksud.

i} Untuk PEKB, Opsen PKE, dan PAB yang karena keadaan kahar
{force majeure) schingga kepemilikan danfatau penguasaannya
fidak sampai 12 idus belas) bulan, dapat dilakukan
pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka
waktu vang belum dilalui.

j} Bupati atau Pejabat vang ditunjuk menetapkan TIPBB-FP2
terutang berdasarkan SPOP dengan menggunaksn Surat
Pembentabuan Pajak Terutang [SPPT].
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k) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKP-D

PBR-P2 dalam hal:

(1) SPOP nidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk schagaimana ditentukan dalam surat
teguran; dan/atau

(2) hasil Pemeriksaan atau keterangan lain fernyata jumlah
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang
dihitung berdasarkan 3POP yang disampaikan oleh Wajib
Pajak.

2] Penetapan Besaran Retribusi Terutang

a) Besaran Retribusi terutang dihitung berdesarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarf Retribus. Tingkat
penggunaan jasa dimaksud merupakan jumlah penggunaan jasa
vang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah  untuk  penyelenpgursan  jasa  vang
bersangkutan,

b} Tarf Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang rerutang. Ketentuan terkait
tarif sebagai berikut:

(1) Dalam hal tarif Retribusi dimaksud dinyatakan dalam zatuan
mata ueng selain rupiah, pembayaran Remibusi dimaksud
tetap harus dilalukan dalam satuan mata wang rupioh
dengan menggunakan kure pada saat  lerutang  yang
ditetapkan oleh Menteri Keunangan untuk kepentingan
perpajakan,

(2} Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau  bervariasi
menuriut pelongan  sesusi dengan  prinsip dan  =sasaran
penctapan tarif Retribusi.

¢] Besaran Retribusl terutang ditetapkan dengan SKRE-I} atau
dokumen lain yang dipersamekan, baik bLerbenmk dokumen
teroetak meupun dokutnen eloekoonik. Dokumen lain yang
dipetsamakan dimaksud dapat berupa karcis, kupon, kastu
langganan, surat perjAnjian, dan surat  pernberitahuan
penmibavaran dar aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

d] Khosus unhak pemanfastan azer Daerah berupa pemanfaatan
Barang Milik Daerah (BMD), bentuk pemanfaatan BMD dan tata
cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Dacrah
mengenai Pajak dan Retribusi. Bentuk pemanfaatan BMD dan
tata cara penghitungan besaran tarif dimaksud dapat ditetapkan
denpgan Peraturan Kepala Daemh untuk pemanfaatan BMD
berupa:

{1} sewa yang masa sewanya lebih dari | {satu) tahun,

{2} kerja sama pemaniaatan;

{3) bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

(4] kerja sama penyvedisan infrastrukoar,

LAt

Dipindai dengan Camacanner



¢] Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimakaud pade huruf d)
dilaksanakan dengan ketentuan:
(1] tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;
(21 tidak menghambat iklim inveatasi di daerah; dan
(3} tidak menimbulkan ekonomi biaya tingg.

f} Pelaksanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada
hurul e}, sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

4, Penagihan Pendapatan Daerah
Pernerintah daeral harus mengupayakan penagihan pendapatan daerah
dalam rangla optimalisasi capaian realisasi pendapatan daerah setiap
perode untuk memastikan ketersediaan dana dalam rangka pembiayaan
pengeluaran SKPD setiap periode Surat Penyvediman Dana [(SPD} yang
diterbitkan woleh BUD. Penagihan ales pendepalan deerah dilakuolan
dengan cara manual, surat elektronik, notifikesi gistern secara digital,
dan/atau media elektronik Jainnya. Langkah-langkah penaghan
pendapatan daerah sebapgai beriloat:

a. Petugas pemunput berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan
surat tagihan melakukan penagihan ke wajib pajak, wajib retribusi,
dan pihak-pihak vang melakuken pembayvacan pendapalan sesusl
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemenntah
Daerah.

b. Penagihan kepada wajib pajak, wajib rerribusi, dan pihak-plhak yvang
melakukan pembayaran  pendapatan  sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada Pemetintah Daerah dilakukan
segund denpan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan
pendapatan daerah.

¢. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cam:

1) Petugas pemunpgut menvampaikan  dokumen SKPD-I/SKR-
bB/dukumen lain stas penctzpan peondapatan daerah dan surae
tagih kepada pihak ketiga.

Khusus petugas pemungut pajak MBLE {mineral bukan logam das

batuan] hanya melakukan pencatastan dan melaporkan  volume

Kubikasi MM* MBLEB

3) Dokumen SEPD-DYSKR-D/dekumen  lain  atas  penctapan
pendapatan  daerah yang disampaiken kepada  pihak  ketiga
dibuktikan dengan tanda terima wyang ditandalangani olch pihak
ketiga.

4] Petugas pemungut menyampaikan  salinan  SKPD-D/SKR-
Dfdokumen lain atas penetapan pendapatan dacrah dan tanda
terima  dokumen kepada Bendahara Peoermaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu schagal dasar pemunguton/peocrimaan
pendapatan dacrah.

5) Petugas pemungut menyampaidan  salinan  SKPD-0BKR-
D/dokumen lain atas penciapan pendapatan daerahi dan tanda
terima dokumen kepada PPK SKPD sebagai dasar pengaluan dan

pencatatan pendapatan daerah.
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d. Proses penapihan melalui surat elcktronik dilakukan denpgan cara:

1) Petupas pemungut  mengiim  surat  elekt ronik  penagihan
pendapatan kepada pihak ketipa,

7] Petugas pemungut memberitabukan kepada PPK SKFD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan
pendapatarn.

e, Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis
sequal dengan jadwal denpgan mengirimkan notifikasi atay media Jain
recara clektronik kepada pihak ketign yang meriliki kewajiban untuk
membayar pendapatan daerah.

4, Pembayaran dan Penyetoran Pendapatan Daerah oleh Pihak Ketiga
|Wajib Pajak Retribust dan pthak lain)

a. Dalarm rangka mempermudah wajib pajak, wajib retnbust, dar
pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan  sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pihak ketiga)
dalam melaksanakan pembayaran  kewajibannya, penerimaan
pendapatan daerah dapat dilakukan securn tunai dan non wnai.
Transaksi non tunai dilalukan melalyi instrumen pembayaran non
tunai dar kool pembayaran fon taoad,

b, Instrumen pembayaran non tunal melipud cekfbilyet gira, kartu
Auwlomuted Teller Muchere (ATIM) karty debit, karfu kredit, uang
clektronik  berbssis chip atau  scrver, dan/atau . Instrumen
Fembayaran Non tungi lainnya.

¢. Bedangkan kanal pembayaran non tunai meliputi teller, mobile dan
internet barking, Automnated Teller Machine [ATIM), Shornt Message
Service Banking (SMS-Bunkingl Electronic Data Caphired (EDC),
Molnle Point Of Sale [MPOS, Quick Response Code Indonesian
Standard (QRI5), dan/atau kanal pembayaran nen tunai lainnya,

d. Dalam rangka gskuntabilitas penerimaan pendapatan  doerab,
Bendahara  Penerimaan/Beéndahiars  Ponermaan  Pembantu
melakukan rekonsiliasi secara periodik denpan Bank

e. Pembayaran dan penyetoran Pendapatan Daerah dilakukan dengan
ketentunn sebagai berikot:

1} Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
erutang dengan menggunakan Surat Setoran Fajak Daerahb
(38PD]. Pembayaran atau penyetoran Pajak dimaksud dilakukan
melalul sistern pembavaran berbasis elektronik. Dalam  hal
sistern  pembayaran  berbasis  elektronik  belum  tersedia,
pembayaran aftau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui
pembayaran tunai.

Repala Daerah menetopkan jangka wakty pembayaran atau

penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penetapan Kepala Daerah ateu Pejabat vang
ditunjuk paling lama:

al 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD-D.

b & (enam] bulan sajak tanggal penginman SPPT,
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3) Hepaln Daernh menetapkan janpka wakiu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdnsarkan penghitungan sendin oleh Wajib Pajak paling lama
10 {sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

4] Dalam hal Wajile Pajak tidak inembayar atau menyetor tepat
pada waklunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
hunga sebesar 1% [satu persen) per bulan dar Pajak terutang
vang tidek atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dar
tanggal jatuh  tempo pembayoran sampai dengan  tanggal
pembayaran, untuk janpka waktu paling lama 24 (dus puluh
empal) bulan serta bagian dard bulan dihitung penuh 1 (Batu)
bulan dan ditegih dengan mengeunakan Surar Tagihan Pajak
Daerah [STPD),

3} Pembayaran ataw penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tansh
dan DBangunan [BPHTB] atas perolehan Hak atas Tanah
danfatau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan
objek Pujok, dengan ketentuan:

a] Pembayaran atau penyetoran BPHTH paling lambat dilunaai
pada saat penandatanganan akia jual beli.

b) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli ditandalangaminya akta jual  beli
mengakibatkan:

(1) jumlah BPHTB lchih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran RPHTE; atau

(2] jumlah BPHTE kurung dibayar, Wajib Pajak melakulan
pembayaran kekurangan dimaksud.

&) Dalam heal perelehen Hak atas Tanah danfatau Bangunen vang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan
merupakan objek BPHTE, Kepala Deersh dapat menerbitkan
surat keterangan bukan objelk BFHTE.
f. Penerimaan pendapatan daerah dilakukan depgan tshapan dan
mekanisme sebagai berikut:

1) Penerimaan pendapatan meialui Bendahara
Penerimaan,/Bendahara Penerimaan Pembaniu secara tunai
dilalukan:

a) Berdasarkan dokumen SKPD-DMEKR-U/dokumen lain atas
penetapan pendapatan deerah danfetau surat wpih, pihak
ketiga  membayarkan  langsung  kewajibannys  kepada
HBendahara Penermaan/Bendabhara Penenmasn Pembantu
secara Lunai;

bl Bendahara Penerimasn/Bendahara Penetimaan Pembantu
melakukan wvalidasi dengan menelid kesesuaian antara
jumlah wvang yang diterima dengan jumlah yvang telah
ditetapkan pada dokumen SKPD-D/SKR-D/ . dokumen lain
ates penelepan pendapatun daerah; dan
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] Atns  penerimann pendapatan  tersebut,  Bendabara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan
Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketipa,

Penerimaan  pendapatan melaluyi rekening Bendabara
Penerimann/Bendahara Penerimaan Pembantu  secara non
tunai, dilakulan sehagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen SKPD-D/SKR-D/dokumen lain atas
penetapan pendapatan daerah danfataun surat tagih, pihak
ketiga membayarkan kewajibannya secara non tunai melalui
rekening  Bendaliara  Penerimaan/Dendahara Penerimaan
Pembantu;

D) Bendahare Penerimaan/Bendahara Penerimaan Fembantu
menerima nota kredit/ notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan;

¢} Bendabhara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukt penerimaan sebagai berikut:

(1} menelit nota kredit/notillkasi perbankan; dan

[2) melalukan verifikasi untuk mengetahul kesesuaian ontara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telab
ditetapkan pada dobkumen SKPD-D/SKER-D/dokumen [ain
atas penietapan pendapatan dacrah.

d) Penerimaan darrah melalui rekening Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaon Pembanlu sccara nen
Lunei dianggap sah setelah Bendahars
Penerimaan /Bendahara  Penerimaun  Pembantu melakukan
validasi.

¢] Bendahara  PenerimaanBendahara Penerimaan MPembantu
memberikan tanda bukt penerimasn kepada pihak hketipa
yang telah melabkulan pembavaran.

Penerimaan pendapatan melalui Penyedia Jasa Pembavaran

(PP} yeng bekerja sama denpgan SKPD vang melaksanakan

lugas dan fungsi pengelolaan pendapaten daerah secara non

tunai, dilakukan schagai berikut:

4) Berdasarkan dokumen SKFD-D/EKR-Dfdokumen lain atas
penetapan pendapatan daeral denfatau surat tagih, pihak
ketigs membayarkan kewajibannya secara non tunai melabai
rekening danfatau kanal pembayvaran yvang dibuka di BJE,

b) Bendahara Fenerimaan/Bendahars Penerimaan  Pembantu
menerima nota  kredit/notifikas{ perbankan finfermasi lain
yang dipersarnakan atas penerimaan pendapatan di PJP;

¢] Bendahara FPenerimaan/Bendahara Penerdmaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut;

(1] meneliti nota kredit/notifikasi perbankan; dan

(2] melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jummlah uang yang diterima dengan jumlah vang tclah
ditctapkan pada dokumen SKPD-TH/BKR-D/dokumen lain
atas penetapan pendapatan daerah.
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d] Pendapatan Dacrah melalui PJP wajib disetorkan ke REUD

selourang-kurangnya satu kali sehari pada akhir hari kega.
4} Penerimaan pendspatan melalpi REKUD sccam non tupal,
dilakukan dengan:

o] Berdasarkan dokumen SKPD-D/SKR-D/dokumen lain atas
penctapan pendapatan daerah dan/atau surat tagih, pihak
ketign. membavarkan kewsjibannya secars non tunai melalui
REUL,

b] Bendahara Penerimaan,/Bendahara Penerimaan  Pembantu
menerimea nota kredit/notiikasi perbankan dan RKULY atas
penerimaan pendapatan SKPD;

r] Bendahara  Penedmaan)Bendahara  Penedmaan  Pembantu
melakukan validas schagai berikut:

{1} mencermat nota kredit atau notifikasi perbankan alas
penerimaan pendapatan yang diterme lungsung REUTY

[2) dalam hal penerimaan pemberitahuan atau notifikasi
tidak diinformasikan secara otomatiz, maka DBendahara
Fenerimaan /Bendahara  Penerimaan  Pembantu  wajib
meminta bukti transaksi ates penerimaan pendapatzan
vang diterima langsung RKUTY, dan

[3] melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara
jumlah uang vang diterima dengan jumlah yvang tercantutn
dalamm  dokumen  SKPDISKR-D/dokumen lain atas
penetopan pendapatan daerah.

o, Penyelorasn Pendepatan Daerah Oleh Bendahara
Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu ke RKUD Hendahara
FPenerimaan/Bendahara Penerimaan FPembantu  wajib - menyetorkan
pendapatan yang diterimanya ke RKUD sebagaimana amanat Pasal 137
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab ¥V Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Ketentuan
penyetoran pendapatan daerah dimaksud sebagai berikut:

a. Benidahara  Penenimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  wajib
menyvetor seluruh penerimaannya ke REKUD paling Lambat dalam
waktu 1 (satu) han kerjo.

b. Dalam hal kondisi geoprafis daerah sulit dijangkau dengan
komunikast, transportasi, dan  keterbatazan pelayanan  jasa
keuangan, serta kondisi objektif Iainnya penyetoran penetimaan
dapat melebihi 1 (satu] hari kerja yvang diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah.

¢. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan Surat Tands
Setoran (3T3).

d. Penyetoran penerimaan dapat dilakukuan secara tunai dan/atau non
tunai,

g. Penyvetoran dianggap sah setelab kuasa BUD menerima nota kredit
atay dokumen lain yang dipersamakan.

f. Kebijakan penyetoran pendapaten daernh pada akhir TA 2025
sebagni beriku:
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1} Pendapatan  daerah  yang diterima  secara  lunak melaloi
bendaharn  penerimaan/bendahara  penerimaan  pembantu,
SECATA non tunai melalui rekening bendahara
penerimaan/ bendahara penermaan pembantu danfatau melalui
Penyedia Jasa Pembayaran |PJF harus disetorkan ke Bekening
Kas Umum Therah (RKUD) paling Lambat pada akhir jam kerja
tanggal 31 Desember 20235 (hari kedja terakhir TA 20235).

2} Bendehara Umum Daerah [BUD| melakukan rekonsilisi data
pendapatan daerah bersama geluruh endahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu pada SKID yang
melaksanakan tugas dan fungsi perigelolaan penerimaan daerab.

3) BUD bersarna Bank pencmpatan RKUD melakukan rekonsiliasi
data pendapatan daerah dengan bank/lembaga keuangan bukat
bank selaku rekening operasional penerimnaan SKPD i luar bank
penempatan RKUD,

4 Bank penempatan RKUD menyampaiksn nota kredit, rekening
koran dan/atau laporan transaksi haran dalam benwak hardeopy
dan/atau secara elektromik kepada PPKD melalui  Bidang
Perbendaharaan paling Lambat pada hari kege terakhir TA 2025,

B, Pembuluen Bendahara Penenimaan

Benduhara Penerimann/Bendahara Penerimaan Pembanoy pade SKPD
wajib menyelenggorakan pembukuan terhadap seluruh penerimasn dan
penyetorahn alas  penerimaan yang menjadi  tanggung  jawahnya
schagaimana armanat Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun
201% dan Bab: ¥ Lampiran Peraturan Menreri Dalam Neged Bomor 77
Tahun 2020, Penyrlengraraan pembuluan tersebut merupakan suatu
pengendalian atas penerimant dar penyetoran pendapatan daerah,
Dalam  penyelenggarsan  pembukuan  pendapatan  daerah  ager
memperhatkan bal berikut;

a. Pembukuan  penerimaan  dan penyetoran  pendapatan daerah

mengzgunakan buku-buku sebaga berikut:

1] Laporan Penerimann dat Penyetaran

2) Remster STS

3] Buku Kas Umum [BEKLY

4] Buku Pembantu betupa Buku Kas Tunai dan Buku Bank

b, Dalars melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
mengeunakan dokumen-dokumen sebepai dasat pencatatan, antara
fain;

}) Tanda Bulkti Penerimaan;

2] Surat Tande Seroran;

3} Nota Kredit Bank; den

4) Bukt transalsi vang sah yvang dipersamakan dengan dokumen di
atas.

c. Tata cara pembukuan penenmaan dan penyetoran  pendapatan
daarah
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1} Pembukuan atas Penerimaogn Tunai

a) Bendahara Penerimaan/Bendabara Penerimasn  Pembantu
mencalat penermaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukt Penerimaan pada BEU di Sisi penenmaan BEsU AL
dengan kode rekening pendapatan.

h) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penenmaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
BEU di Sisi pengeluaran.

£} Bendahara Penerimaan/DBendehara  Penerimasn  Pembantu
meticatat baik secarn elektronik maupun manual pada huku
register 3758 dan disshkan oleh PA/KPA setiap bularn.

d] Bendabisra  Penerimaan/Benduhara  PMenerimaan  Pembantu

mencatat penerimasn dan penyetoran pendapatan aecara funai
dalam Buku Pembantu Kas Tunai,

2) Pembukian atas Peperimaan di Rekening Bendahara secara

Mon tuneai
a) Bendahara Pencrimaan/Bendahara  Peperimaan Pembantu
mencatat pEnCTimaan di rekening EBendehara

Pencnmaan/Dendahara Menerimaan Pembantu danfatan RJIP
| secara non tunai berdasarkan buki penerimaan berupa nota
kredit/notifikasi  perbankan  Lainoya/informasi  Jain yvang
dipersamakan dan sudah divalidasi, pada BEKU di S
| penerirnasn sesual dengan kode rekening pendapatan,

b} Bendahara Penenomaan/Beidahara Penermaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secars non tunai (pemindal
bukuan] ke REUD pada BEU di Sisi penpeluaran.

¢} Bendahara  Fenerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembaniu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
reglater 5TS dan disahkan oleh PA/KPA setizp bulan.

d) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembanty
mencatat penerimaan dan penvetoran pendapatan secira non
tunal dalam Buku Pembantu Banlk.

3} Permbukuan atas Penorimaan di RKUD

a) Bandahara Penerimaan/Bendahara Denerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarksn buktd penerimaan
berupa nota kredit atau notiflkast perbankan lainoya yang
sudah divalidas, pada BKU di Sisi penermaan dan di Sigi
pengeluaran aesuai dengun kode rekening pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pencrimaan  Pembantu
mencalat baik secara elektronik maupan manual pads buku
laporan penerimaan dan penyetoran,

Ak otk

Dipindai dengan CamScanner



7. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penenmaan
Pembanty Sehagai bagian dar  tugas dan 1anggung jaw::hn}:é.'l.
Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu -Wﬂj]b
menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban, Bendahara Peoerimaan
SKPD bertangpung jawab secara administratil kepada PA dan socara
fungaional kepada BUD sebagnimana amanat Pasal 139 ayat (2] dan
avat (3] Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 dan Bab V Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Fenyusunan
dan  penvampalan  laporan  pertanggungawaban Bendahara
Penerimaan; Bendahara Penerimasn Pembantu dengan ketentuan
sebagal berikut:

a, Bendaharn Penerimaan SKPD  wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Administralil atas penetimaan SKPD
vang merupakan penggabungan dengan LPJ Bendabara Penerimaan
Pembantu kepada PA melalui PPK SKPD paling Lambat tanggal 10
bulan berkumya.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SEPT wajib menyampaikan
LRI atas penerimaan  yang dikelolanya kepada Dendahara
Penerimaan paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

¢, Bendahara Penerimaan SKPD wajib menvampaikan LPJ Fungsional
YOng merupakan hasil konsolidasi denpan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada
PPED selaku BUD setelah mendapat persetujusn dan PA paling
Lambat tanggal 10 bulan benkutnya.

d. LPJ Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ
Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informam tentang
rekapitulasi penenmaan, penvetoran dan salde kas yang ada di
Bendahara. LPJ terachut  dilampiri  dengan  BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, Register STS, bukti penerimaan dan
penyetoran yang lengkap dan aah,

e. PPK SKPD mclalukan verifikasi LPJ Dendahara Penerlmaan SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah sebelum disampaikan kepada PA Verifikas
tersebut meliputi: _

1} meneliti transaksi penerlmasn beserta  tanda  bukt
penerimaannya  vang terdokumentasikan dalam  buku  atau
laporarn terkalt;

2] meneliti transaksi penyetoran beserta tandn bukt penyetorannya
vang terdokumentasikan dalam buku atau leporan terkait;

3) melakukan analisis kescauaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya; dan

4) berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPE 3KPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pencrimaan kepada PA
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[. Tahapan Penyvusunan LPJ
1) Bendahara Penerimaan Pembantu

a] sctiap akhir bulan, Bendahsra Penerimaan Pembantu
melakukan penutupan BKU;

h) Bendahara  Penerimaan  Pembantu  menyusun  LPJ
berdasarkan BEU dan Buku Penerimaan dan Penyetorarn;

¢] Bendahara Ponerimaan Pembantu menyiapkan register 3T5
dan bukti-bukt penerimaan yang sah dan lengkap; dan

d| Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan LPJ yang
dilampiri BKU, Laporan Pencrimaan dan Penyetoran, Hegister
5T5 dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada
Bendahara Penedmaan SKPD, paling Lambat tanggal 5 bulan
berikutnva.

2} Bendahara Penerimsan SKFPD

a) setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan
penutupan BELUG

b| Bendahora Penerimaan SKPD menyiapkan register 5TS dan
bukti-bukti peperimaan dan penyeloran yang lengkap dan
sal;

¢} Bepdahara Penerimaan SKFD menerima pertanggungjawaban
vang dibuat oleh Bendahara Pencrimaan Pombantu paling
Lambat tanggal 5 bulan berkutnya dan melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disampaikan Oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;

dl Bendahara  Penerimaan  SKEPD mengpunakan data
pertangpungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu vahg
telah  diverifikasi dalam proacs  pembuoatan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan yamng
merupakan gabungan dengan LPJ Bendahara Penecmaan
Pembantu; dan

¢j Uendahera  Pemerimaan SKPD  menyampaikan  LPJ
Administratil kepada PA melalui PPK BKPD dilampiri deopar:
(1] BEU;

(2] Laparan Ponerimaan dan Penvetoran;
(3] Register STS;
(4] Bukti penerimaan dan penyvetoran vang lenpkap dan
arh; dan
[3) Pertanggrungiawaban Bendahara Penermaan
Pembantu.
d| Verifikasi LPJ Bendahara Penerimann SKPD Oeh PPK SKPD
PEK SKPD melatoukan verfikasi atas LPJ Bendahara
Penerimaan SKPD dengan langkah-langkah sebagai berikut
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a) meneliti transaksi penerimaan beserta tanda  bukt
penerimazannya vang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

bl meneliti  transaksi  penyetoran heserta  tanda bukd
penyelorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

¢} melakukan analisia keseasupian dan kepatuban terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyvetorannya;

d| jika PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidak lengkapan, maka PPK SKFD meminta perbaikar
kepada Bendaharm Penerimaan; dan

#] sctelah LPYJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proscs verifikasi, maka PPEK SKPD akan
menyutakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan
LP) Bendahara Penerimaan kepadea

4] PA melakukan proses olorisasi dan memberikan peraetujoan
terhadap LPJ Bendabara Penerimaan SKPD  yang telah
diverifikasi oleh PPK SKPD.

5| Derdasarkan LPAJ Administrauf yang relah disetujui PA

Bendahara Penerimaan SKPD menyampaikan LPJ Fungsional

kepada PPKD selaku DUD.

6 PPED selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilias

Penerimaan.

B. Pendapatan Transfer

1. memastikan DAU vang ditentukan penggunaannva, digunakan untuk
mendanai kegiatan fisik dan/atan non hsik dalam mangka peningkatan
kualitas pelavarian dasar bidang-bidang yang telah diteniukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. mengoptimalkan pencairan DAU yang ditentukan pengmunaonnye di
zetiap tahapan, dengan melakbukan percepatan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan serla  penyampaian  permohonan  pencairan  DAU vang
ditentukan pengpunaannya kepada Kementerian Keuangan dengan
dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah  sebagaimana  yang
diperayaratkan sesuai dengan  kelentuan peraturan  perundangs
undatgar.

3. melekukan percepatan  pelaksanaan kegiatan/aub keglatan vang
didanai dari DAK Fisik dan sepera menyampoikan permohenan
penyaluran DAK Fisik kepada Kementerian Keuangan disertai dengan
dokumen  penyaluran vang lengkap dan sah sebapgaimana vang
dipersyaratkan sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
utidangan.

4. memaslikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan vang didanai dad DAK
Fisik begalan sesuai denpan jadwal dan target, pemerintah daerah agar
melakukan langkah-langkah antara [ain;
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a. melakukan pemantauan dan evaluaai pelakaanaan DAK Fisik secara
berkala dalam tahun angearan berjalan yvang dikeordinasikan Oleh
Organisasi Perangkat Daerah |OPDY vang membitlangi perencanaan
pembangunan dacrah untuk:

) memastikan kesesuaian antara renlisasi dana, capaian keluaran
dan  capalan  hasil jangks pendek  kegiatan  setiap
tematikfbideng/sub bidang DAK Fisik;

2} memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap tematik/bidang/sub
bidang DAK Fisik puna mencapai larget/sasaran capaian
keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan; dan

3) memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan
kegiatan dengan mempertimbanpgkan kesesuaian pelaksanaan
kegiatan denpun priortas daerah yang diatur dalam dokumen
perencanaan daerah jangka menengal.

b. melakukan pemantauan aspek keuangan yang dikoordinasikan
dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidang
pengelolaan keuangan dasrah terhadap:

1] realisasi penyerapan DAK Fisik tematik/bidang/sub bidang;

2| ketepatan waktu dalam peryampalan lrporan penycrapan dana
dan eapaian keluaran; dan

3| permasalahan lain yeng dihadapi dan tdndak lanjut yang
diperlukan.

o. menindaklanjuti hasil pemantauan dan cvaluasi DAK Fisik secars
efuktif dan relevan dalam mendorong percepatan peloksanaan dan
pelaporan,

d. reviv dokumen yang dipersyaratkan sesual dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan oleh Aparat Pengawas  Internal
Pemerintahan Kabupaten Konawe.

5. melakukan perhitungan secara cermat dan akurat terhadap kebutuhan
kas metiap bulan danfalau perjode S5PD tahun bergalan. Datam hal
terdapat kekurangan kas untuk mendanai Kebutuhan perbaiken
pelayanan publik, infrastrultur, dukungan pendanaan pemiliban
kepala daerah, investasi danfatau penggunasn lain vang sesuai
ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah vang memiliki
Treasury Deoposit Facility (TDF) agar segera mengajukan permohonan
penarikan dana dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keusngan.

6. Untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan Transfer Ke Dacrah (THD

yang ditelapkan datam ATBD TA 2025, apgar sepera melakukan

percepatan realisasi fisik «oan penyvampaian dokumen persyaratan
penyaluran kepada Menten Keuangan untuk menghindari penyelesaian

pekerjaan fisik dimaksud dibebankan pada AFBD TA 2026,

7. memastikan sisa dana TED yang ditenlukan penggunaonnya tidak

digunakan untuk pengeluaran dalam APHD sslain yveng ditentukan

sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundanp-undangan.

Selanjutnya, agar dipastikan sisa dana TKD dimaksud tercatat sehagai

Sirn Lehih Pembiayaan Daerah (SILPA) TA 2024 dan agar dipastikan

tersimpan dan tercatat di RKUD per 31 Desember 20124,
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C. Lain-Lain Pendapatan Daereh Yang Sah "

1. mengoptimalkan pendapatan daerah yang hersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah untuk mendanai program, kegiatan dan
sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2025, .

2. Dalam rangka optimalisasi realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah, mengoordinasikan kepastian pendapatan hibah daerah dengan
pemerintah pusal, pemerintah deerah lainnya, masyarakat, dan badan
usaha dalam neger atau luar negeri selaku pemberi hibah sesual
dengan nurat perjanjinn hibah daerah, serta sumbangan dari pihak
ketign/sejenia  untuk menjamin  ketersediaan sumber pendanaan
pengeluaran daerah secara intensif.

D, Pembayaran Pengembalian aias Kelebihan Penerimaan Daerah

Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan atas penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah dan/atau penerimaan dacrah lainnya, pemerintah dacrah

menetapkan SKP-D  Lebih  Bayar [SKPDLB}/SKR-D  Lebih Bayar

{SKRDLE)/Dokumen lain yang dipersamakan [untuk penerimaan di luar

pajak dan retribugi} scbapai dasar pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan dasrah  schagaimana ketentuan Pasal 140 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bal V Lampiran Peraturan Menteri

Dadarm Negeri Nomaor 77 Tahun 2020,

Fenpembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah yvang

sifatniya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan dengan

ketentuan dan tahapan achagai berikout:

1. Wajib pajak/wajib retnibusifpihak lain [pithak yang mengajukan
permohonan pengembalian di luar wajib pajak den wajib retobusi)
mengajukan permohonan pengembalian kelebithan pendapatan kepada
Eepala Daerah melalui kepala OFD vang membidangi pengelolaan
pendapatan daerah, dan melampirkan dokumen pendukung yang
lenghkap dan sah.

2. Berdasarkan sumd permohonan sebagaimana dimebsud pada angka 1,
kepala SKPD vang melaksensken tugas den fungsi pengelolaan
pendapatan dacrah melakukan venfikasi dan validasi terhadap surat
permohonan dan dokumen pendukungnya untuk:

a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan;

b, memastikan unsur penyebab pengajuan penagiban; dan

r. memastikan perhitungan kelebihan pendapatan atas penerimaan
daerah,

3. Dalam hal berdasarkan hasill venfikasi dan velidesi dokumen dan

perhitungan dinyatokan sesuad, lengkap dan sah, kcpala SKPD yvang
melaksanakan tugas dan fungs: pengelolaan pendapatan daerah
menerbithan SKPDLB} SHRDLB/Dolkumen lain  yang dipcra.a,mﬂ,kan
sesual  dengan  ketenluan  perdluran  perundang-undangan [uniuk
pendepatan di luar pajak dacrah dan retribusi dasrah).
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4. Berdasarkan SKPDLB/SKRDLE/Daokumen lain yang dipersamakan,
Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan
pendapatan daerah  menerbitkan surat permohonan  pembayaran
pengembalian  kelebiban pendapatan atas penerimean dacrah dan
disampaikan kepada PPED selaky BULD.

5. Berdasarkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan
penerimaan, PPKD selaku BUD menerhitkan Surat Perintab Pemindah
bukuan (5P2) untuk pengembalian kelebihan pendapatan  atas
penermaan daeral.

4, Pelaksanaan Helanja Daerah.

A. Penyusunan dan Penpesahan Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Ketja Perangkat Daerah [DPA-SKPD) Sebagai dasar pelaksanaan AFBD TA
2025, Pemenntah Daerah menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD
stbagaimana amanat ketentuan Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Peraturan Menteri Tialam
Megeri Momor 77 Tahun 2020, dengan ketentuan dan tahapan sebapai
betrikui:

1. DPA-SKPD dizahkan paling lambat 15 [lima belas) hard kerja aejak
Feraturan HKepala Dacrah tentang Penjabaran APBD TaA 2025
ditetapkan/dizsahkan;

2, PFEKD menyampaikan surat pemberitahuan kepads sslurubh kepala
SKEPD untuk menyusun rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 [tigal
har kerja sejak Peraturan Kepala Daerah tentang Fenjabaran APED TA
2025 diretapkan /disahkan;

3. Kepala SKPD menvusun ancangan DPA-SETD dan  menvampaikan
kepade PPED paling lambal 6 [enamm) har kedga sejak surat
pemberitahuan diterima, dengan memperhatikan:

a. Rencana ponerimeasn per pericde [bulanen )/ trwalansn f setnesteran|
vang  dicentumkan  dalam  rancangan DPA-SKPD telah
diperhinungkan accara akurat dan dapat dircalisasilan scauai target;

b. Rencana penarikan por pericde (bulanan/toiwulananfsemesteran|
yang  dicantumkan  dalam rancangan DFA-SKPD elah
diperhitungkan secara baik  dengan menyesualkan jadwal
prlaksanean. sul kepialan dalan pencapadan selinp output serts
mengutamakan sub-aub kegiatan priotitas daerah; dan

c. Kencana penankan per peniode (bulanan ftriwulanan/semesteran)
yanp dicantumkan dalam rancangan DPA-SKPD diupayvakan sinkron
dengan rarget penermaan periode yang sama.

4, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKFD kepada Tim Anggaran
Pemerntah Daseah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi,

5. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD paling lambat &
(enam| hati sgjak diterimanya Rancangan DPA-SKFPT} dari PPET.
Verifikasi DPA-SEPT dimaksud dengan menggunakan mslnimen.

t Aotk

Dipindai dengan CamScanner



A. Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden mengenal Standar Harga
Satuan
Regional [SHER);

b. Analisis Standar Belanja [ASB);

Rencana Kehutuhan Harang Milik Daerah (RKBMD];

d. Standar teknis sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan fatau

e. Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi
khusus,

6. Hepala SKPD melakukan perbaikan dan penyesuaian rancangan [JPA-
SKPT} herdasarkan rekomendasi TAPD dan menvampaikan kembali
kepada TAPD paling lambat 1 hari scjgk menerima rekomendasi dar
TAPL:

7. Berdaszrkan hasil verifikasi mancangan DPA-SKPD  oleh  TAFD,
Sekretaris Daerah memberikan peractujuan pengesahan DPA-SKPT,

B. Uerdasarkan persetujuan Sekretaris Dacrah atas Rancangan DFPA-
SKPD, PPKD mengesahkan DPA-SKPTY

9. PPKD menyampaikan DPA-SKPD kepada seluruh kepala SKPD untuk
dijadikan dasar pelaksanaan angparan; dan

1. Kepala SKP'D menyampaikan DPA-SKPD kepada satuan kerja yang
srcarae fungsienal melakukan pengawasat daerah paling lambat 7
[rujuh] han agiek tangeal disahkan.

. Penvusunan dan Pengesaban Anggaran Kas Pemerintah Daerah [AKPD)

dan Penerhitan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Untuk menjaga ketersediann kas dasrah dalam pelaksanaan pembayaran

tagihan atas pengeluaran SKPD per perinde, PPKD selaku BUD melakukan

manajemen kas dengan mengesahkan AKPD dan menerbithun 3PD seliap

periode [bulanan/twiwulanan,/ semesteran) schagaimana arnanat Pasal 134

dun Pasal 135 Peraturan Pamerincah Nomor 12 Tehun 2019 dan Bab ¥

Lampiran Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 77 Tehun 2020, dengan

kotentuan sebagai berikut:

1. BUD merekap dan mengenalisis Anggaran Kas SKPD vang tercantum
dalam DPA-SKPD,

2. Berdasarkan hasil analizsia terhadap Angearan Kas SKPD, BUD
menyurun AKFD dengan menvinkronkan sntara rencana pencrimsan
dengan tencansa penarikan sctiap pericde
(bulanan ftrivmilanan fsemesieran),  dan selanjutnya dilakukan
pengesahan AKTTY,

3. Berdasarken AKPD, RUD menerhitkan SPD peradik
[bulanen/riwulanan/ semesteran), untuk masing-masing SKPD;

4, Setap bulan dalam perede SPD, BUD Llersama Z2KPD  yang
melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah harus melakeukan
evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan untuk memastikan
ketersedizan dana dalam rangka pembayaran tagihan atas pengeluaran
SKFPLDy;

~
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5. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperkirakan terdapat surplus
penerimaan, BUD melakukan optimalisasi pemanfaatan kas dimaksud
dengan  melakukan  penyesunian  SPD  setclah  mendapatkan
permohonan perubahan anggaran kas darl kepala SKFD; dan

6. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperkirakan terdapat defisit
penetimaan, BUD melakukan penyvesuaian SPD dan memberitahukan
kepada seluruh kepala SKPD  sebagai  kontrol  pelaksanaan subs
kegiatan.

C. Pemnbayaran melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan,

Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung

1. Uang Persediaan (UPF]/Ganti Uang Persediaan [GL)

Untuk kelancaran pelakaanaan tugas SKPD, kepada PA/KPA dapat

diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimans

amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Ferbendaharaan Negara. UP merupakan uang muka kera dalam

jumlah tertentu yang dikelola oleh Bendabara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatann operasional pada

SKPD/Unit SKPD danfatau untuk membiayal pengeluaran vang

menurat sifar dan tujuannya tidak mungkin dilakukan  melalsd

mekanisme pembayaran langsung. Pengelolaan UFP dimaksud, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Besaran UUP SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Daerah di awal tahun angearan setelah DPA-SKPD disahkan oleh
PPED;

b. Proporsi UP SKPD dimaksud ditetapkan achagai berikouat:

1) UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen] daed lotal UP SKPL,;
dan

2] UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) schesar 40% [empat
puluh persen) dari total UP SKPD,

c. Mekanisme Pencairan TP
1} Bendahara Pengeluaran SKPD  menyiapkan  SPP-UP  Tunai

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran

UP SKPD dan menyampaikan kepada PA melalui FPK SKPD,

dilampin:

a) Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak [SPTJIM) PA;
dan

b Salinan Surat Kepulusan Kepala Duerah tentang Besaran UP
SR,

2] PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-UP Tunai beserta
lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn, dan berdasarkan hasil verifikasi dimalisud FPK S8KPD
menviapkasn draft SPM-UP Tunai datn menyvampaikan kepada PA
untuk mendapat persecujuan dan tanda tangan, dilampiri:

a] Draf SPTIM PA; dan

b Bural Pernyataan Yerifikusi PPR SKPD.
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3] PA melakukan otorisasi terhadap draf SPM-UP Tunai dan
menerbitkan SPM-UP Tunai, untuk selanjutnya disampaikan
kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-UP Tunai; dan

4) Kuasa HBUD meneliti 8FM-UP Tunai dan lampirannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdararkan
husil penclitian  tersebut Kussa BUD menerbitkan SP2D-UP
Tuned.

. Pembayaran belanja melalui UP

1| PA menetapkan besaran pelimpahan UP kepada masing-masing
KPA yung dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Fombantu
mendasari besaran UP yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Daerah tentang besaran UP,

2) Berdasarkan Keputusan PA mengenal besaran pelimpahan UP,
Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pemindah bukuan UP
dari rekening Bendahara Pengeluoran ke rekening masing-
masing Bendahora Penpeluaran Pembantu {secara non tunail;

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembanto
melakukan pecmbayaran belanja. FPTK dengan cara:

a) Pembayaran secara sckalipus {lanpa uang panjat];

h] Pembayeran melalui vang paniar; dan

¢} Pembayaran melalui KEPL.

4] Pembayaran sccara sekalipus [tanpa uang panjar) sebagaimana
dimaksud pada engka 3] hurufl a], dilakukan weleh Bendahora
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu actelah:

a) meneliti kelengkapan dokumen permbayaran yang diterbitkan
pleh PAJSKPA beserta bukti transaksinya,

bl menguji kebenaran perhitutigan tagihan yang tercantum
dalam dokumen pembayaran; dan

¢} menguji ketersediaan dana yang heraangkutan herdasarkan
DPA SKEPD dan SPD.

5] Pembayaran melalui vang panjar sebagaimana dimaksud pada
pada angka J3) huruf b), diakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahare Pengeluaren Pembantu sesual dengan
tahapan sebagai heribut:

a] PPTK menyusun kebutuhan uang panjar berdasarkan dasar
pelaksanaan kegiatan yang segera akan dilakeanakan seperti
suTAT tugas perjalanan dinas, surat fugas dan/atau undangan
rapat dan,/atau dasar pelaksanaun penpgelusran lainnys;

b] PPTK mengajukan kebutuhan uang panjar tersebut kepada
Fa/KPA dalam bentuk Nota Fencairan Dana (NPD) uniuk
mendapat persetujuan;

¢) Dalam hal PAJKPA menyetujui kebutuhan uang panjar yang
diajukan  olech PPTK, PA/KPA menandatangani NPD,
selanjutnya memenntahkan Bendahara
Pengeluaran,/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  untuk
melakukan pembayaran vang panjar kepada PPTK,
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B)

dl Berdasarkan perintah pembavaran dari PA  sebagaimana
dimaksud pada huruf rj, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melokukan penelitian terhadap NFD
untuk memastikan perhitungan dan ketersediaan dana yang
dicantumkan dulam MNPD, Berdasarkan hasil penelitian
dimaksud, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pembayaran uang panjar kepada PPTK
BEUHTA NON tineai;

&) PPTH melakukan pembayaran helanja atas pelaksanaan sub
kegiatan menggunakan uang panjar, dan menyampaikan
pertengpungjawaban  pengpunaan vang  panjar  kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemhbantu
berupa bukti-buki pengeluaran vang lengkap don sah;

N1 Bendahara Pengeluaran/Bendahera Pengeluaran Pembanmu
meneiit kelenghkapan,  pengujian peorhitungan den
ketersediaan dana atas pertangpungjawaban uang panjarc dari
PPTK;

gl Dalam hal pertanggungiawaban penggunaan uang panjar
lebih kecil dari ueng panjar, PPTK wajib menyetorkan siza
atas  kelebthan  uang  panjar  lepada  Bendahara
Pengeluaran,/Bendahara  Pengelusran Pembantu  bersamean
denpgan  penvampadnn  dokumen  pertanpgpungjawaban uang
PEOjHT Secara ion bunai;

hy Dalam hal pertsngpunpjawsaban pengpunesn uang panjar
lebih besar dari LT [PELTLIELT, Bendahara
Pengeluaran /Bendabara  Pengeluaran Pembantu melakukan
pembavaran kekurangan tersebut kepada PPTK secara non
tunai; dan

i) PPTK bertanggungiawab secara formal dan materdil atas
PETIREUTIAATI  uane panjar  yang diterina der Bendahara
Pengelusran )/ Bendahara Penpeluarsn Pembantu.

Pembayaran melalui KKPD sebagaimana dimeksod pade angka 3)

huruf ¢, dilakukan olch Bendahara pengeluaran/Beondahara

Pengeluaran Pembhantu sesual dengan tehapan schapai herikut;

a} Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dacrah Besaran UP
2RPD dan 3urat Keputusan Pengguna ANgearan entang
besgran pelimpahan up. FA menyampaikan usulan dafiar
nama pemepang. adimitistator dan licnil KEPD kepada Kepala
Daerah melalui PPRKD selaku BUD  bersamaan  denpan
peryampaian 3PM-UP Tunai;

bl Berdasarkan wsulan datar nama pemegang. adounistraior
dan limit KKPD vang disampalkan Oleh PA. FPEKD selaku BUD
menyapkan rancangan Surat Keputusan Kepala  [Daerah
tentang Datar permegang, Administrator dan Limit KKPL, dan

sslanjutnya menvampaiken kepada Kepals Daersh untul
mendapatkan persetjuan dan randa tangan;
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c] Kepaln doersh memberikan PErSelujUan denpan
menandatangani Surat Keputusan Kepala Dacrah tentang
Datar Pemegang. Administrator dan Limit KKPD:

d] Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar
Pemegang. Administrator dan Limit KKPD, PPED selaku BUD

menyampaikan permohonan penerbitan KKFD kepada Bank
penetbit KKPD.

e} PASKPA selaku Pemegang KKPTD mienerbitkan surat kuasa
petggunaan KKPD kepada seluruh PPTK.

fi Bendahara Pembantu/Bendabara Pengeluaran Pembaniu
selaku Administrator KKPD melalukan aktivas: KKPD dengan
berkeordinast kepada bank penerbit KKPD.

gl PPTK melakukan pembayaran belanja atas pelaksanaan sub
kegiatan menppunakan KKPD, dan mengumpulkan serta
menyimpan bukl transaksi belanja menggunakan KKPD
schagai dokuinen pertangpungjawaban.

h] Pada tenmggal vang disepakati dan ditetapkan bersama antara
PPKD selaku BUD dan bank penerbit kartu kredit melalut
Peganjian. Kerja Sama [PKS), bank penerbit kartu kredit
melalnikan penagihan atas belanja KKPD kepada PA/KPA
zelaku permepang KKPD dengan menpgunakan e billing

) Berdasarkan tagthan bhank penerbit KEPD sebagaimana
ditnaksud huruf (h). PASKPA melalulan pembayaran dengan
tahapan arhagai herikut:

[1} PASKEPA memerintahkan PPTE untuk menviapkan dafrar
nominatiffdaftar  pengeluaran il atas  belanja
mengpunakan KKPD sesuai dengan e-bllling

(2] PPTK menyiapkan daftar nominatiffdaftar pengeluaran
rill atas belanja menprunakan KKPD berdazarian ki
transaksl belanja menggunakan KKPT dan e-billing;

[3) PPFTK  menyampaikan permohonan  persetujuan
pembayaran  tagihan  belanja  menggunakan KEKPD
dileanpiri daftag nominatiff daflay pengeluarsn nil kepada
PA/KPA melalui PPK SKPDPPK wmt SKFD dilampir
bulkti-bukt pengeluaran vung lengkap dan sah;

(4] PPK 3KPD/PPFK Unit SKPD melalukan verifikasi daftar
nominatil/daftar pengeluaran riill untuk memastikan
() kehenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APGD
{b) kebenaran  materiil dan  perhitungan  bukti-bukt
pengeluaran;
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{c) kebenatan  perhitungan  Tagihan  (e-hilling] /Daftar
Tagihan Sementara termasuk  memperhitungkan
kewsnjiban penecima pembayaran kepada Pemerintah
Daerah;

(d}] kesesuaian perhitungan antars bukti pengeluaran
dengan Tagihan [e billing)1Dalter Tagihan 3ementara;

{e} kesesumian jonis bhelanja yang dapar dibavarkan
denpan KKPD; dan

() kesesuaian spesifikasi tcknis dan volume barang/jasa
dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima
barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh
penvedia barang/jasa.

{5) Derdasarkan hasil verifikasi daftar nominatif/dafiar
pengeluaran riil sehagaimana dimaksud anpka (4), PPK
SKPI}/PPK  Unit SKPD menyiapkan drafl  Daftar
Pembayaran Tapiban (DFI] dan Nota Pencairan Dana
{NPD), selanjuinya disampaikan kepada PASKFPA untuk
mendapatkan persetujuan dan tanda langen;

i6) PASKPA melakukan cotorisasi dral DPT, NPD dan bukrti-
bukti pengeluaran, seria memberd persetujuan dengan
menerbitkan DPT, WNPD dan mengesshkan bulii-bukti
pengeluaran, Selanjutnya menyempaikan NPMD kepada
Bendahara Pengeluarun ! Bendahara Pengeluaran
Pembantu  yang dilampini DPT  dan bukt-bukti
pengeluaran vang telah disahkan,

7] Bendahara Penpeluaren /Bendahara Peopeluaran
Pembantu melakukan pengujian terbudap NPD, DFT, dan
bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan, meliputi:
(8} penguiian atas NPD KEPD dan DDPT KEFD:

(il pencliian kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan Oleh PASKFPA;

{ii} pemeriksaan kebenaran atas hak tagih;

{iii}pemeriksaan kesesuaian pencapainn  keluaran
antara spesifikasi teknis vang disebutkan dalam
penerbmaan barangfjasa dan apesifikasi telunis
YHOE diaebutkan dalam dokumen
perjanjian fkontrak; dan

{iv) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan
kode relkening anggaran atas pengeluaran,

[b) pengujian ketersediaan dana UP KKPD; Jdan

[c} penyusunan daftar pungutan/potongan pajak bukan
pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.
i8) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimakeud

pada angka (7], Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyampaikan DPT, NPD dan bukti-bukti pengeluaran
yang telah disahkan Oleh KPA kepada DBendahara
Pengeluaran untuk dikonsolidasikan dalam  rangka
penyiapan SPP-GU KKPL,
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(9] Berdasarkan DFT, NPD, dan bukti-bukti penpcluaran
yang telah  disahkan  ©Oleh  PA/KPA, Bendahara
Fengeluaran  menyiapkan  SFP-GU KKPD  untuk
selanjutnya digjulian  kepada PA melalui PPK SKPD,
dilampiri:

{a) Draf SPTJM Fa;

(b)DPT, MPD, dan bukd-buku pengeluaran yvang telah
disahkan oleh PA/KPA:

(c) Salinan DPA-SKPD; dan

[d)8alinan 3PN,

{10] SKPD melakukan verifikasi S8FP-GU KKPD dan dokumen
lampirannya yang disampwkan  Oleh  Bendahara
Pengeluaran  acsuai  dengan  letenluan peraturan
perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikas)
PPR  3KPD menyiapkan drafl SPM-GU  KKPD, dan
selanjutnya disampaikan kepada PA untuk mendapat
persetujuan dan tanda tangan, dilampir:

{a)] Draf SFTJM PA;
{b) Surat Pernyaraan Verifikasi PPK 3KPD.

(11)PA melakukan otorisasi draf SPM-CU KKPD  dan
membenikan persetujuan dengan menerbitkan SPM-CU
KKPT}, Selunjutnve PA menvampaikan SPM-GU KKPD
kepada Kuasa BUDN unluk penerbitan SP20-GU KKPD,
dilampin:

(a) SPTJM PA; dan
(b) Sumt Pemyataan Verifikasi PPK SKPD.

(12) Kuasa BUD melakukon penelitian terhadan SPM-GU
KEI'D  serta  dokumen lampirannya sesuai  dengan
Leterilan PETATLEAR rerindang- undangan, flar
berdasarkan hasil peneliian Kuaea DUD menerbitkan
SP20D-GU KKPD;

{13) Berdasarkan SP2D-CGU KKPD bank penemparan RKUD
memindah bukukan UF KKFD ke rekening Bendahara
Pengeluaran (secate non tunail:

(14) Bendahara Pengeluaran melakukan  pelimpahan U
dengan memindah bukukan UP KEPD dan tekening

Bendehara  Penpeluaran ke rekening Bendahars
Pengeluaran Pembantu (secara non tunai);

[13) Bendahora Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantuy melakukan pembayaran tagihan Lank penerbit
KKFL)  atas belanja  menggunakan KKPD dengan
melalukan pemindab bukuan dan rekening Bendahara
Penpeluaran/Bendahara  Penpeluaran  Pembantu ke
rekening bank penerbit KKPD dengan sistem pemibayaran

elektronik menggunakan Cash Management Svatem
[CMS),
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e. Mehkanisme Pengpantian UP melalui QU

Dalam  rangka penpgantian UP yang telah digunakan untuk
pembayaran belanja PPTK dalam pelaksanaan sub  kegiatan,
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU, dengan ketentuan
dan tahapuan sebagai herikut;

1) Pengajuan penggantian UP dilakukan apabila UP yang dikelola
Bendahara Pengeluaran telah digunakan dan
dipertangpungjawabkan paling sedikit sebesar 50% (lima pulub
persen) darn UP 8KPD atau bhatasan tertentu sesuai dengan
kebijakan daerah masing-masing;

2] Bendahara Pengeluaran menyiapkan Laporan
Pertanpgungiawaban penggunaan UP berdasarkan bulkti-buokti
transakal belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTE,
dan  menyampaikan kepada PA  untuk  mendapatkan
pengesahan,

3) Bendahara Pengeluaran mengajukan 3PP-GU kepada PA melalui
PPK SKPD, dilampiri:

a] Surat Pengesahan Laporan Pertangpungawaban UP;
bl Bukti-bukt pengeluaran yang lengkap dan sah;

¢} Dreal SPTJM PA;

dj Salinan DPA-SKPD; dan

el Salinan SPL.

4] PPK  SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP-GU dan
lampirannya sesuai dengan hetentuan peraturan perundeng-
ungdangan, dan berdasarkan hasil venfikaai PPK SKPD
menyiapkan draf 8PM-GU dan menyaunpaikan kepada PA untuk
mendapatlkan persetujuan dan tanda tangan, dilampin:
al Dral 3PTJM PA; dan
h) Surat Pernyataan Verifikasi PPE SKPD.

3] PA melakukan proses otorisasi SPM-0U dan menandatangani
SPM-GU, selanjutnya  disampaikan  kepada HKuasa BUTD,
dilampiri:

a) BPTJM PA; dan
b Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKFPD.

6 Kuass BUD melakukan penelitian  atas  5PM-GU  dan
lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan berdasarkan hasil penelifan tersebut Wuasa
HULD menerbitkan SP2D-G.

7| Perdasarkan SP2D-GU, Bank Penemipalan REUD memindah
bukukan wang pengembalian UP ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

2. Permbayaran derpgan Mekanisme TU
a. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yvang hersifat

mendesak dan tidak dapat menggunakan SFP LS dan/atan SPP LS
dan/fatau 8PP UP/GLL.
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. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dar
FPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan  dan waktu
penggunannnya ditetapkan dengan Perkada,

. Dalam hal giga TU tidek hahis digunakan dalam 1 {satu) bulan, sisa

TU digetor ke REKULD,

. Keterttuan batas wakiu penyetoran sisa TU dilkecualikan untuk:

1] kegintan yang pelaksanaannya melebihi 1 {satu) bulan; dan/atau
2] kegintan yang mengalami perubaban jadwal dar yang telah
ditetapkan sebelumnyva akibat peristiwa di luar kendali PAJKPA
Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilampir

dengan daltar rinelan rencana pengpunaan dana.

Herileut tahapan pelaksanaan pembayaran melalui TL:

a. PPTK menyviepkan rencana perincian pengeluaran yang akan
dibayarkan melalui TU, dengan memastikan setiap nnoan
pengeluaran tersebut  telah tersedia dalam SPD dan
menyampaikan usulan TU dimakaud kepada Pa/KPA;

b. PA/KPA melakukan penelitian wusulan TW dari FPPFTK, dan
selanjulnya mengajulan permobonan TU kepada PPED untuk
mendapatkan peractujuan besaran pengajuan TU;

o. PPFKD melakukan penelitian atas usulan pengajuan T dari
PA/KEPA untuk memastikan besaran TU rang dapal disetujul,
dan apabila memenuhi persvaratan PPKD menerbitkan surat
petrselujuan besaran TU;

d. Berdasarkan persetujuan besaran T vang diterbitkan oleh
PPEL, Bendahara Pengeluaran,/Bendahira Pengeluaran
Pembantu menyiapkan dan mengajukan SPP-TU kepada PA/KPA
melalui PKK SKPD, dilampid paling sedildt:

1) Drrudl SPTUM PAJKPA

2] Rincian pengeluaran yang akan dibavarkan melalui TU;
3] Salinan DPA SKPD; dan

4] Salinan §FPT2.

e. PP SKPFDYPPK unit SKPD melakukan  werifikasi  terhadap
Dokumen SPPTL beserta lampirannya sesuai dengan kelentuan
perafuran perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifilasi
PPK SKPD menyiapkan draf SPM-TU serta menyampailan
kepada PAJKPA, dilampin:

1] Draf SPTJM PAJKPA;
2] Burar pernyvataan verifikast PPK SKPD/PRK Unit SKPD,

[ Kuasa BUD memverilikusi 8PM-LS yang diterima PA/KPA, dan
berdasarkan hasil verifikasi kuasa BUD menerhitkan SP20-1.5,
g. Berdasarkan  SP2D-L3  Pengadaen  Barang/Jasa, Bank
Penempatan RKUD melakulkan pemindah bukuan
(1] Tegihen pengadaan harang jasa seniai tagihan bereih setelah
dilakukan pemotonpan atas pajak negara atas pengadaan
barang/jasa dan potongan lainnys berdasarkan perjanjian
antara OFD dan penyedia barang/jasa seperti jaminan
pemelibaraan;
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|2} Pototigan  pajak  {PFK) wmtas pengadaan  barangfjasa
dizetorkan/dipindah  bukukan ke rekening Kementerian
Kevangan. Penyetoran/pemindah  bukuan ini  mengatas
namakan BUD Provingi/Kabupaten/Kota; dan

(3) Potongan fainnya seperTi  jaminan pemeliharaan
disetorkan /dipindah bukukan ke REUD.

h. Bank Penempatan RKUD menyampaikan dokumen pemotongan
dan  penyetoran/pemindah bukuan PFK danfatau potongan
lainnys schagaimana dimaksud pada huruf (g) angka {2} dan
angka [3] kepadr Kuasa BUD sebapai dasar pencatatan dan
pembukuan Oleh Kuasa BUD.

D. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

1. Dalam penatausahssn belanja daerah, Bendahwma Pengeluarang
Hendahara Pengeluaran Pembaniu harus melakukan pengendalian
atas pelaksanaan belanja yang menjadi keweonangannya.

2. Dalamn rangka pengendalian atas  pelaksanaan  belanja  daerah,
Bendahara Pengeluaran/Hendahara Pengeluaran Pembantu
mengpunakan buku- buku sebagal berikut:

Buku Kas Umum;

Buku Pembantu Banl

Bulu Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Pajalk;.

Buku Pembantu Panjar; dan

Buky Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.

3. I*e;n::atman buku-buku di atas bersumber pada data, antars lain:

a. Bukti transaksi vang sah dan lenghap;

8PP UP/GU/TU/LS:

SPM UP/GUSTUSLE,

32Dy dan

Dokumen  pendukung lainnya scsual  peraturan perundang-

undangan.

4. Tata eara pembukuan pengeluaran sebagai herilout:

A. Pembukuan Pengeluaran malalui UP
1} Penerimaan Uang Persediaan
Bendghara Pengeluaran/Bendahara Peogeluaran  Pembantu
membukukan penerimzan URSCU/TU  berdasarkan S2SP2D-
UPR/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencaratan pada
Buku Kas Umum di Sisi penerimasn dan pada Buku Ka
Fembanta Bank di 3isi penenmaan sesuai dengan jumlah Yang
tertera pada3P20-UP/SPID-0U/SP20L-TL,
2] Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BEU di Sisi pengeluaran, serta pada

Buku Pembantu Bank di Bisi pengeluaran acsuai dengan jumlah
UP yang dilimpahkan,
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3) Pergeseran Unng  Persediaan Dalam  hal  Bendahara
Pengeluaran/Bendahars  Pengeluaran  Pembantu  melakukan
pergeseran. UP/GUSTU yang terdapat di hank ke kas tunai,
dilakukan pencatatan pada BKU sisi  pengeluaran  dan
penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan
pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan scouai
dengan jumlah UP/GLU/TU yang digeser.

4) Pembuyaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara

Penpeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  berdasarkan

hukti-bukti belanja vang disampaikan PPTK secara tunai/non

tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BEKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas TunaifBuku Pembantu

Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian {Ohjek

Belanja pada kolom UR/GU ST sejumlab nilad belanja bruto,

2) Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Neta Pencairan Dana PAJKPA, serta bukoi

pengeluaran  uvang/bukti  lainnya  yang  sah, PBendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaan Pembantu mencatat

pemberiatt uang panjar sebesar uzng vang diberikan kepada

PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buknu Pembantu Bank

poda sisi pengeluaran dan Buku Pembaniu Pungar di sisa

pengeluaran.
6} Pertanggungjawaban Uang Panjar

a} Berdasarkan pertanggungiawahan vang diberikan PPTK atas
penpgunAaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penpeluaran Pembantu mencatat i BEU  pada s
pengeluaran dan di buko pembantu Subh Rincian Objek
Relanja pada sisi pengeluaran,

b Dalam hal terdepat pengembalian kelebthan uang panjar dari
PFTK., bHendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat di Bulku Pembanto Bank atau Bukn
Pembantu Kas Tunat pada sisi péncrimaan sebesar yang
dikemhalikan.

c] Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendabara Pengelusran Pembantu membayar
kekurangannya Kepada PPTH, dan selanjutnyg mencatat di
Uuku Pembantu Bank atau Bulu Pembantu Kas Tunai pada
sisi pengeluaran sehesar yang dibayarken.

b. Pembukuan pengeluaran melaui L3
1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluarmsn  Pembantu
melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS
dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan
slai pengelunran pada tanggal vang sama, dan mencatat pada

Duku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kelom belanja

LS sebesar jumlah belamja bruto.
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2} Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a) Pada =saat pemungutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatsl
pada BEU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu
Pajak di sisi penedmaan.

bl Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Hendahara
Pengeluaran fBendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembanto Pajak di
gisi pengeluaran,

5. Buku Kas Umum Bendahara Penpelusran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Penpeluaran /Bendahara Pengeluaran
Fembantu dengan PA/KPA Penutupan BEU dilampin Berita Acara
Pemeriksaan Kas

E. Pertanggungiawrban Bendahara Penpeluaran

. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengrluaran Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban [LPJ),

2. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
sccara elektronik.

3.LPJ Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1
terdin ataa:

a. LPJ pengeunaan UP;

b. LPJ pengeunaan TU;

. LRI administratif kepada PA; dan

d. LRJ fungsional kepada PPED selalay BUD,

4.L1J Mengpunaan UP
a. LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengelusran pada setiap

pengajuan GU  berdasarkan  bukU-buki  telanja denmpan
mengegunakan UP.

b, LPJ penppunaan UP disampeiken Oleh Bendahara Pengeluaran
kepada PA melalui PPK SKPD didampin bukti-bukt belanja yang
lengkap dan sah.

¢. LBJ Pengpunaan UP dijadikan sebagal lampiran pengajuan SPP-GU.

d. Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus
(tidak menjadi lampiran pengejuan GU), sekaligus sebagai laporan
Siaa dana UP yang tidak diperlukan lagi, Penyampaian LRJ ini diikutd
dengan penyetoran Sisa dana UF ke RKUD,

5, Pertanggungjawaban Penggunaan TU
1. Pertangpunpjawaban pengpunaan TU dilakukan Olah Bendahara

Pengelugran/Bendahara Pengeluaran Pembaniu setwelah TU yang
dikelolanya telah habig/selesai dipunakan untuk mendanal sualu
aub kegiatan atau telah sampai pada waktu vang ditentukan sejak
TU diterima.

2. Tata cara penyusunan dan penyampaian LPJ penggunaan TU
sebagal berilut:
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1} PPTK menyampaikan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah
kepaids  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu.

2} Berdesarkan bukt-bukt belanja yang lengkap dan sah terschut,
Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
menyusun  LPJ  Penggunaan TU  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perondang-undan gan.

3} Dalam hal terdapat Sisa TU, Bendahara Pengeluaran/Bendehara
Pengeluaran Pembantu menyetorkan Sisa TU dimaksud ke REUD
dengan mengpunakan STS;

4] Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU
kepada PA melalui PPK SKPD dengan dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan aah dan STS jika terdapat Siza TU.

2} PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ pengpunaan TU
sebelum ditandatangani Oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut.

a) . Menelin dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait tolah digediakan.

b] Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melehihi Sizsa anggaran.

¢l Meneliti keabsahan buku belaigja

6] Pertanggungjaweban penggunaan T disampaikan  kepada
PaSEKPA melalui PPK H[-TF‘D,"F‘FiH-Unit SKPD berupa LPJ TU Yang
dilampin bukti-bukt belanja vang lenglap dan zah,

Tl PFK S3KPD/PPE-Unit SKPD melakukan verifikas: terhadap LEJS
pengpunaan TU schelum ditandatangani Oleh PA S KPA

b. Pertanggungiawaban Administratif

a. Pertanggungiawaban administrabl dissanpaikan Oleh  Bendahara
Penpgeluaran kepada PA melalui PPE SKPD paling Lambat tanggal 10
bulan berkutnya;

b, Pertanggungiawaban administeatif berupa LPJ vang mengeambarkan
Juimlah anggoran, realisasi dan Siso pogu ongparan aecara komulacf
danfatau per Kegiatan vang dilampis:

a] BEU;

bl Laporan penunipan kKas [BELU: dan

c} LFI Bendehara Pengeluaran Pemmbantu

¢. Pada bulan terakhir tahun anggaran, LRI administralil disumpeailan
paling Lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan
bukl setoran Sisa UP,

7. Pertanpoungjawaban Funpsional

a. Pertangrungawaban  fungsional  disampailtan Qlch Bendahara
Fengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling Lambat tanggal 10
bulan berkutnya.

b. Fertanggungawaban fungaional berupa LPJ yvang merupakan
konsolidasi dengan LY Berndahara Pengeluaran  Pembanta,
dilampin:
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1} Laporan penutupan kag; dan

2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
. Pertanggungjawaban fungsiohal disampaikan Oleh  Bendahara
Pengeluaran  kepada  PPKD  selaku BUD  sclelah  mendapat
petsetujuan PA.
Pada bulan terakhir  tehun  anggaran, pertanggungiawaban
fungsional disampaikan paling Lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan buktl setoran Sisa UP,
Ketentuan batas  waktu penerbitan  surat  pengesahan  LEJ
pengeluaran  dan  sanksi  keterlambatan penyampaian  laporan
pertanggunguwahan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Penymmpaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Permbantu secara fungsional
dilaksanakan setelph diterbitlan surat pengeasahan

pertanggungiawaban pengeluaran Oleh PASKPA

g Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertangpungiawaban

penpelupran dana bulan Desember diswmpaiken paling  Lambal
tangpal 31 Desember 20125,

¥. Dalam rangka percepatan pembayvaran gaji danfatau tunjangan bulan
Januari TA 2025, dilakukan dengan kelentuan sebagai berikut:
1. PPKD selaku BUD mengesahkan DPA-SKFD sebelum tahun anggaran

dimulal berdaszarkan peraturan kepale deernh tentang penjabaran
APBD TA 2025 setelah peraturan kepala daerah tentang Penjaharan
APBD TA 2025 ditetapkan fdisahkan;

. Bendahara  Pengeluaran  SKFPD  menerbitkan  Surat  Perminlaan

Pembayvaran Lanpsung (SPP-1L5) gaji dan tunjangan berdasarkan

SPD atau Dokumen lain yang dipersamalian dengan 5PD achelum
tahun anggaran dimulai. Dokumen fain yang dipersamalan dengan
SPD dimaksud antara lain keputusan tentang pongangkatan pegawad;
PA menerbitkan SPM-L3 gaji dan unjangan berdasarkan 3PP-LS gaji
dan tunjangan scbhelum tahon angearan dimulai; dan

Kuaza BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
(8P2D-18) gaji dan tunjangan berdasarkan SPM-L2 gaji dan tunjangan
pada tanggal 2 Januori 2025,

{i. Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Perjalanan Dinas

1,

Prrjalanan Trinas bagi Pejabat Pejabat Daerali, Pegawai ASN, dan
Pihak Lain dilaksanakan dengan melakukan pembatasan  dan
pengendalian  Perjalenan  Dinas  dengan memperhatikan  prinsip
sebagai berilut:

a. selektil, vaitu harya untuk kepentingan yang sangat tingei dan
priorilas yang berkaitan dengan penyclenpgaraan Pemerintahan
Macrah;

b. kelersediaan anggaran dan Kesesuaian denpgan pencapaian kinedja
Pemerintah Daerah; ‘

. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan

d. transparansi dan akuntabilitas dalarm  pemberian  perintah
pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembchanan biava Perjalanan
Dirias.
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2. Penetapan standar biaya perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Konawe berpedoman pads Keputusan Bupati Nomor 1507
Tahun 2024.

H. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT)
Tata cara pelaksanaan, penatausahoean, dan pertangpungjawaban Belanja
Tidak Terduga (BTT) untuk mendana pengeluaman kebutuhan tanpggap
darurat bencana, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sehelumnya, penanganan inflasi dzerah
acrta bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan tahapan:
1. BTT untuk mendanai pengeluaran kebutuhan tanggap darrat
bencana:

a. Kepala daerah menctapkan status tanggap darurat hencana dengan
Keputuaan Kepala Daerah;

b.Kepala SKPD vang secara [ungsional terkait denpan penanganan
tangeap derurat bencana, mengnjukan Rencana Kebutuhan Belanja
{REDR] untuk penanganan/penangpulanpgan tangeap darirat bencana,
paling lama 1 [satu] han aejak Keputusan Kepala Dasmah diterbitlan
kepada Kepala SKPED selaku PA BTT;

. Berdasarkan RKEB, Eepola SKPED selaku PA BTT melakukan proses
pencairan BTT dengan menerbilkan 3PM-TU BTT berdasarkan SPP
TU BTT yang diajukan Oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPETY,

d. Kuasa BUD menerhitkan SP2T-TU BTT berdasarkan SPM-TU BTT
Yang diterbitkan Oleh Kepala SKPED selaku PA BTT,

e Bendahara Pengeluamn pada SKFKD melakukan pemindah bubkoian
done BTT ke Relening Bendahara Pengeluaran SKPD vang sccara
fungeional terkait dengan penAanganan/penangenlangan  dararal
hencana;

I, Penggunaan dana BTT Oleh SEPD vang secara funpsional terkait
penanganan f penanggulangan darurat bencana, dicatat pada Bulu
Kas Umum tersendiri el Bendohorn Penpeluaran SKPD yang
secara  fungsionel leckait penanganen)penangrulangan darurat

hencana;

2. Kepala SKFD Yang BECATA fungsional terkadt
penanganan/penanggulangan darurat bencana bertanggungiawalb
SESCELTEL fisik dan keuangan terhadap dana

penanganan/penanggulangan darurat bencana yang dikelolanya;

h. Perlangpungiawaban  alas  pengeunesn dana BTT untizk
peaanganan/penanpgulangsn derurat bencana  sebagaimana
dimaksud pada huruf g disampaikan Oleh Kepala SKPD vang secara
fungsional terkail penanganan/penanpeulangan darurat  bencana
kepada Kepala SKPKI} dengan melampirkan bukt pengeluaran yang
sah dan lengkap atan surat pemyataan fangpung jawab belanja.

2. BTT wuntuk mendanai penpgembalian kelebihan  pembayaran  atas
proerimann daetah tahun sebelumnya:

oA tu

Dipindai dengan CamScanner



n Wil pajek fretnbus atan phak lain mengajukan  permohonan

pengembalion kelebiban prmbayaran atas penerimann daerah keparda
kepaln Dacraht melalutl Kepaln SKPD vang membidangi pengelolaan

peaenmann  dimaksud, dengan melampickan  bukti-likti vang
ek dan waly;

b Kepaln BKPD terkatt melakakan verifikas dan validasi perhitungan

dan  bukti-bukti  pendukung atas permohonan pengermbalian
kelebihan pembayvaran atas penerimann daerah;

Bemlamarkan hasil verifikasl dan wvalidasi sebapal mana dimaksudd
pada hurul b, Kepala Dacrah atau Pejinbat yang ditunjuk menetaplkan
Surat Ketetapan Lebib Feavar (SKLIY;

Berdanarkan SKLE sebapaimeana dimaksud pada hurul e, Kepala
SKPD terkait menyampaikan permohonan pembayaran pengembalian
lielebihan  pembayaran atas  peperimaan  daerah kepada Kepala
SEPED selaku PA BTT,;

. Berpdasarkan surat permohonan tersebut, Kepala SKPED mengajukan
permohonan  persetujuan pengeunaan BTT untuk  penpembalian
kelebihan  pembayaran  atas penenmaan  daerah  kepada Kepala

Daerah, dengan melampirkan SKLE dan dokumen pendukung
lainnya;

. Setelah mendapatken persetujuan dari Kepala Daerah, kepala SKPKD
melakukan proses pemboyvaran dengan menerbitkan SPM-LS BTT
penpembalian kelebihan pembayaran mendasari SPP-1.5
penpembalian kelebihan pembayaran yvang diajukan Oleh Bendahara
Pengeluaran pada SKPKD;

g. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS BTT pengembalian kelebihan
pembavaran  mendarari 3PM-LE  BTT pengembalian  kelebihan
pembavaran yang diterbitkan Oleh Kepala SKPKD selaku PA BTT
vang ditujukan langsung ke rekening  wajib  pajakfwajib
retribusi/pihak lain yang mengajukan permohonan pengembalian
kelebihpn pembayaran atas penernimaan daerali.

. Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi di dacrah;

a.terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik
dan berdasarkan hasil inspeksi paaar atau monitoring evaluas
kenaikan harga papgan Oleh SKPD yang melaksanakan urusan
terkait inflasi;

b.Tim Penpendalian  Inflasi Daerah  (TPID] melaksanaken  rapat
pembahasan kenaikan inflasi. Hasil rapat dituangkan dalam berita

acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara
luin pemantavan harga dan Stok untuk memastikan kebutihan
tersedia, menjaga pasokan hahan pokok dan barang penting,
pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar
murah, melaksanakan sidak pasar dan distribotor apar tidak
menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penphasil komoditi
untuk kelancaran pasokan dan memberkan bantuan transportasi;
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c. berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkuil sesuai dengan tugas
dan fungsi mengajukan Kencana Kebutuhan Belanja {RKB| kepada
PPKD selaku BUD;

d. berdasarkan RKB sehagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku
BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang
membutuhkan scsuai dengan tugas dan fungsi paling Lambat 1 [satu]
hari kerja terhitung scjak diterimanya RKB, dengan tahapan:

1] Berdasarkan RER, Benduhara Penpeltaran SKPKD menyiapkan
dan mengajukan SPP-TU BTT kepada Kepala SKPKD selaku [PA
BTT melalui PFK BKPD dilampiri:

a) Diraf SFTJM PA;

b Berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian
inflgsi; dan

i} KKH.

2] PPK BKPD memverilikosi dokumen SPP-TU UTT dan lampirannyva,
berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan draf SPM-TU
BTT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku
FA BTT dilampiri:

a) Draf SPTJM BA;

b} Berita acara yang memuat Upaya penanganan pengendalian
inflasi;

¢} RKB; dan

d} Surat Pernyataan Veriikasi PPK SKPD.

3) Kepala BKPKD selaku PA BTT melakukan proses validasi dan
menandatangani SPM-TU BTT, dan sclanjutnya disampuaikan
kepada Kunsa BUT dilampiri:

a) BFTJM PA; dan
h) Surat Pemnyataan Verifikas PPR SKPD.

4} Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM-TU BTT dan lampirannyva,
dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2T-
T BTT.

5} Berdasarkan SP2D-TU BTT bank penempatan REUT memindah
bukukan dana TU BTT ke rekening Bendahara Pengeluaran
SEKPKD.

i) Bendahara SKPKD memindah bukukan dana TU BTT ke rekening
Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan terkait
inflasi.

7] Penggunaan dana BTT untuk mendukung penpendalian inflssi,
dicatat pada Buku Kas Umum tersendini oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD yang melaksanakan urnsan terkait inflasi;

8] Kepala OFD yvang secara fungsional yang melaksanakan urusan
terkait  infllasi bertanggungjawab  secarp fiaik dan  kenangan
terhadap dana untuk mendukung pengendalian inflasl yoang
dikelolanys;
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9) Pertanggungjawaban ataz  penggunaan  dana  BTT  untuk
mendukung pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada
angka B) disampaikan oleh Kepala OPD yang sccara fungsional
terkait pengendalinn  inflasi kepada  Kepala SKPKD dengan
melampirkan bukti pengelusran yang sah dan lengkap atau surat
pemyataan tanggung jawab belanja.

4. BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;

a. Kepala SKP'D mengajukan REB kepada PPKD selaku RUDR [PA BTT|
paling lambat 1 {satu) hari kerja sejak menerima usulan bantuan
sosial dar masyarakat selaku penerima bantuan sosial:

b, PPKD aclaku BUD melakulan verifikasi RKB dan melakulan proses
pencairan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 {=atu) had
terhitung sejak diterimanya RKB, dengan tahapan:

1) Berdasarkan RKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD menviapkan
dan mengajukan SPP-TU BTT kepada Kepala SKPKD selaku PA
BTT melaiui PP SKPD dilampiri paling sedikit;

o) Draf 5PTJM PA: dan
I RKB

21PPK 8KPD memverifikasi dokumen SPP-TU BTT dan lampirannoya
seuuni  dengan  ketentuan peraturan perundang-undanpan,
berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan dral 3PM-TU
BTT dan selanjutnys disampaikan kepade Kepala SKPED selaku
PA BTT dilampiri:

a) Dirud SPTJM PA;
b RKB; dan
¢] Surat Pemyataan Verilikasi PPK SKPD,

3) Kepala SKPKD sclako PA BTT melakulkan proses validasi dan
menandatangani SPM-TU BTT, dan sclanjutnya disampaikan
kepada Kuasa BUD dilampini:
aj SPTJM PA; dan
bl Surat Pemyataan Venfikasi PPK 3KPD.

4) Kuasa BUD melakukan verfikasi SPM-TU BTT hezerla
lampirannya =csuai dengan  kelentuan peratursn  prmindang-
undangan, dan berdasarkan hasil  verifikasi, Koasa BUD
menerhitkan SP20-TU BTT.

5) Berdasarkan SP20D-TU BTT bank penempatan RKUD memindah
bukukan dama TU BTT ke rekening Bendabare Pengriuaran
SKPKD,

6] Bendahara SKPKD memindah bukukan dana TU BTT ke rekening
Bendahara Pengeluaran SKPD terkait,

7) Penggunaan dana BTT untuk mendenai bantuan sosial yang ridak
dapat ditencanakan, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh
Bendabhara Pengeluaran SKPD terkait,

B! Kepala OPD terkait bertanggungiawab secara fisik dan keuangan
terhadap dana untuk mendanal bantuan sosial yang ddak dapat
direncanakan yang dikelolanya; dan
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o] Pertanggungiaweban atas penggunaan dana BTT untuk mendanai
bantuan sosial yang ldak dapat direncanakan sebagaimana
dimaksud pada angka 8] disampaiksn Oleh Kepala OPD terkait
kepada Kepala SKPKD dengan melampirkan bukti penyaluran

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan secara lengkap dan
zah.

Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran yang Tidak
Melalui Rekening Kas Umum Daerah (REUD)

1.

@

Dalam hal Peocrimaan dan Pengeluarun Deerah  scsum dengan
ketentuan peraturan perundong undengen tdak dilakukan melalui
Rekening Hos Umum Daerah, DBUD melakukan pencalatlan  dan
pengesahan Penerimaan dan Penpeluaran Daernh tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019,

. Pendapatan dan penpgeluaran vang tdak melalui RKUD sesual dengan

ketentuan  peraturan  perundang-undanpan  seperti dans  Bantuan
Operasiona] Sckplah (BOS), Bantuan Operasional Keschatan [(BOK)
Puskesmas, Dana Desa, BLUD dan termasuk permotongan langsung
[intercept] atas pendapulan transfer dasrah oleh Kementerian Keuatgan
untiuk pembayaran pengeluaran daerah  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

PPED aslaku BUD harus melakukan pencatatan dan pengesahan
pendanpatan dan pengeloaran vang tidak melalui RKUD sebagaimana
dimaksud pada angka 2, setiap bulan untuk menyajikan laporan
realisnsi angearan pendapatan dan belanja yang relevan.

. Pencatalan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak

melalul REUD dilakukan paling Lambat tanggal 10 bhulan benkutnya.
Untuk bulan Desember 2025, pencatatan dan pengesahan pendapatan
dan pengcluaran vang tidak melalui RKUD dilakukan paling Lambat
tangeal 31 Desember 2025,

. Mekanisime pencetatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran

vang tidalk melalui RKUD, dengan langkah-lanpkah sebagai berikut:
a. Pencatatan dan Pengesahan Dana BOS, BOK Puskesmas dan
Dana Desa

1} Pencataten dan Pengesahian Pendapatan

a) Berdasarkan buktl transfer dana BOS/BOK Puskesmas,/Dana
Desa  denfatau  notifikasi/dokumen vyang dipersamakan,
HBendahars Penerimaant SKPEKD menvusun laporan realisasi
penerimaan  vang tidak dilalkukan melalui REUD  dan
menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA.

b) Kepala B8KPKD sclaku PA menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T] kepada BUD, dilampiri

laporan realisusi pendapatan dan bukli pencnmaan yanp
lengkap dan sah,

.
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c] Berdasarkan SP3¥T dan Kepala SKPKD selaka PA, BUD
menerhbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer [SP2T)
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

dj Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan
pendapatan  yvang  tdak  dilukukan melalui RKUD dan
menyajikan dalam Laporan Kealisasi Anggaran scsuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2] Pencatatan dan Pengesahan Pengelusran

a] Bendahara BOS/BOK Puskesmas/Bendabura Pengeluaran
S2KPKD menyusun Laporan Realisasi Belanja menggunakan
dana BOS/DOK/Dana Desa dan menvampaikon Laporan
Realisasi Delanja terscbut kepada Kepala SKPD dilumpici bukti-
bukti pengeluaran yang lengkap den sah,

k) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tersebut pada huraf a),
Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintean Pengesahan
Belanja (3P2B] kepada BUD, dilampini Laporan Realisasi
Belanjn serta bukti-bukti pengeluasran yang lengkap dan sah.

¢} BUD melakukan penelitian terhadap S3P28 beserta lampirannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
berdasarkan  hasil  penelitian BUD  menerbitkan  Surat
Pengesahan Belanja (RPR}.

L. Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BLUT,

1) Pada Unit SKPD BLUD

a) Pemimpin BLUD menvusun Laporan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan BLUD dan menvampaikan laparan tersebut
kepada Kepala SKPD sefiap bulan paling Lambat tangpal 5
bulan berikutnya;

b} Berdararkan Laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
BLUD, Kepala SKMD menerbitkan Surat  Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3IRP)
dan menyampaikan SP3BP dimaksud kepada PPED selaku
BUD paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan

e} PPKD selaku BUD memverifikasi SP3EP =esuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanga, dan
berdasarkan hasil verifikasi PPED selaku BUD menerbitkan
Surat Penpesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2] Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus [UOBK| BLUD

a! Pemimpin BLU? menyusun Laporan pendapatan, belanja,
dan pembigyaan BLUD dan menerbitkan SP3BF  serta
menyampaikan SPABP dimaksud kepada PPED selaku BUD
paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnys,
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b) PPKD selaku BUD memverifikasi SPIBHP sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
berdasarkan hasil verifikasi PPKD selaka BUD menerbitkan
Surat Pengesahan Pendapaten, Belanja dan Pembiayaan
puling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

€. Pencatatan dun Penpesahan Pendapatan dan Belanja  melalui
Intercept TKD Oleh Kementerian Kedangan
1} Pencatatan dan Penpesahan Pendapatan Transfer

a| Herdasarkan bukti transfer pembayaran ) Notifikasi/dokumen
pembayaran vang dipersamaken dan kementerian keuangan,
Bendahara Penerimaan SKPKD menyusun laporan realisasi
pendapatan Tranafer dan menvampaikan kepada Kepala
SKPKD selaliu PA.

by Hepala SKPKD selaku PA menyampaikan Surat Pormintaan
Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3IT) kepada BUD,
dilampiri laporan realisesi pendapatan dan bukti penerimaan
yang lenglkap dan sah.

¢] Berdasarkan SP3T dar Kepala SKPKD selaku Pa, BLD
menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer [(SP2T)
seauai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d} Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD mclakukan pencatatan
pendapatan  yang tidak dilekukan melalui REUD  dan
menyajikan dalaum Laporan  Healisesi  Angparan  sesum
dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pencatatan dan Pengesahan Pengeluaran

a) bukti transfer pembayaran/Notifikasi fdokumen pembayaran
yang dipersamakan dari kementerian keuangan, Bendahara
Pongocluaran  SKPFDY  Bemddahwers  Pengeluaran S3EKPKD
menyusun Laporan Realisasi Belanja dan menvampaikan
Laporan  Realisazi  Belanja  tersebut  kepada Kepala
SKPT}/Kepala SKPKD dilanpicd bukti-bukti  pengeluaran
yang lengkap dan sah.

b} berdasarkan Laporan Eealisasi Belanja tersebut pada hurof
a), Kepala SKPD/Kepala SKPKD menyampaikan Surat
Permnintaan Pengesabun  Belanja (SP2B) kepada BUD,
dilarnpii  Laporan Healisasi Belanja  serta bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah.

g) BUM melakukan  penelitian terhadap SP26 beserta
lampirannya sesuai dengan ketentuan peralurn perundanpg-
undangan, dan  berdasarkan  hasil  penelitien  BUD
menerbitlkan Surat Pengesahan Belanja (SPD).

J. Pelalsanaan  dan Penatausahaan  Belanja  yeng Melampaui Tahun

Anggaraen.

i, Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan peganjian, Kontrak,
perikatan lainnyva sesuai dengan Retenluan peraturan perundang-
undsngan pada tahun angearan berkensan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat, antara lain:
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a. Keterlamhatan pembayaran terhadap pekegaan  VADE telah
diseleraikan  100% (seratus  persen) pada tahun ANERATADN
berkenaan;

L. Perpanjangan waktyu pelaksanaan pekerjaan sesuai  ketentuan
peraturan  perundangan yang mengalur mengenai  pengadaan
barang/jasa; dan

¢. Kewajiban lainnva pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan penpadilan yang
bersifat tetap.

. Melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek berupa liutang

belanja tahun 2024, dengan langkah - langkah sebagai benilout:

a. TAPD melakukan inventarisasi hutang belanja OPD tahun 2024
berdaaarkan data vang disampaikan Oleh masing: masing OPLD;

b. TAPD menyampaikan data hutang belanja tahun 2024 kepada AFPIT
untuk dilakuksn revio sesusd ketentuan peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada hurufl b,
TAPD menyiapkan angpgaran untuk pelaksanaan pembayaran
hutang belanja Tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian
anpparan, sebuapm benkut:

1} meldkukan  perubabhan  peraturan  Kepala Dacrah  tentang
Penjabaran APBD TA 2025 mendahului perubahan Peraturan
Daerah tentang AFED dan diberitahukan kepada pimpinan DFED
pading Lambat | bulan, uniuk selanjulnya ditwmpung dalam
Peraturan Dacrah tentang Perobahan APBLY;

2} pembayuran ates kewsjiben mhak ketips diangearkan dalam
program, hkegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

3} mengesahkan DA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 3PD
srbagai dasar pelaksansan pembayaran.

. Melakeanakan pembayvaran kewajiban jangka pendek berupa hutang

belanja Tahun 2025 atas perpanjangan wakiu pelaksanaan pekerjaan

sesual dengan peraturan  perundang-undangan, dengan langkah
langkah sehagai berikut:

i, Berdasarkan Benta Acara Serah Terima [BAST) hasil peckerjaan
[berupa BMN) dari penyedia barang/jasa ates perpanjangan waktu
pelaksansan pengadasn barang dan jasa [kontrak tehun 2024),
OPD yang bersangkutan wencatal penambahun aset tetap dan
mencatat penambahan huteng belanja modal;

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD) melakukan inventarisasi
hutang belanja OPD tahun 2025 atas  perpanjangan  waktu
pelaksanaan pengadaan barang don jass [kontrek tahun 2024)
berdasarkan data yang disampaikan Oleh masing-masing OPL;

¢. TAPD menyampailkan data hutang belanja lahun 2025 kepada APIP
untuk dilakukan reviu sesuai kefentuan peraturan perundang-
undangan; dan
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d. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, TAPD
menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pembayaran hutang
belanja tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian anggararn,
aehagai berikut:

1] melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APRD TA 2085 mendshoiui perubahan Peraturan
Daerah tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
DPFRD paling Lambat 1 bulan, untuk sclanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan AFAD;

2] pembayaran ales kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
herkenaan; dan

3} menpesahlkan NPA SKPD atau Perubahan DPA SKTD dan SPL
sebapai darar pelaksanaan pembayaran.

4. Melaksangkan pembayaran kewajiban jangka pendek berupa kewajiban
vang ditimbulkan hosil putusan pengadilan bersifat tetap sesual
dengan peraturan perundang-undangan, dengan langksh-langkah
schagai berikut:

a. Berdasarkan hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, OPD
vang bersanghutan menyampaikan usulan penvediaon anggaran
untuk pembayaran putusan pengadilan dimakaud kepada TAPD;

b, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD] melakukan penclitian
terhadap usulan penyediaan angearan yang disampaikan Olch OFD
berdasarkan data yang disampaikan Cleh masing-masing OFD;

t. TAPD menyampaikan data hutang helanja alas putusan pengadilan
dimakrud kepada APIP untuk dilakukan revin sesuni kelentuen
peraturan perundang-undangan; den

d. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, TAPD
menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pembayaran hutang
belanja Tehun 2025 dengan melakukan penyesuaian anpgaran,
sebagai berikut:

1) melakukan perubahan peraturan  Kepala Dasmb  tentang
Penjabaran AFED TA 2025 mendahului perulbaban Peraturan
Draerah tentang APBD dan diberitabhukan kepada pimpinan DPRD
paling Lambat 1 bulan, uniuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBLD;

2} pembayaran ales kewsjiban pihak ketiga Jdisnpgarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan; dan

3] mengesahkan DPA SKPD atau Perulbwhan DA SKPD dan BPD
sebagad dasar pelaksanaan pembayaran.

5. Penyesuaian alokasi anpgeran scbagaimana sngka 2, angka 3, dan
angka 4 dengan memanfaatkan BTT. Dalam hal BTT tidak mencukupi
menggunakan:

a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program, dan kegiatan

lainnya serta pencrimaan pembiayaan dalam  tahun  anggaran
berjalan; dan fatau
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b. memanfaatkan kas vang tergedia  =sesnal  dengan ketonotuad
peraturan perundang-undangan.
K. Target Capaian Realisasi Belanja Daerah TA 2025
Target capalan realisasi belanja daerah TA 2025 diselaraskan dengan
target capaian realisasi belanja APRN TA 2025 sebapai berikut:
1. Belanja Pegawal
a. Trwulan | minimal 20%;
b. Triwulan Il minimal S50%;
¢, Triwulan lIl minimal 73%; dan
d. Triwulan IV minimal 95%.
2. Belanja Barang dan Jasa
a. Towulan [ minimal 15%x
b. Triwulan Il manimal S0%;
c. Triwulan I minimal 70%,; dan
d. Triwulan 1V minimal 90%.
3. Belanja Modal
Trivwulan 1 mindimal 10%;
b. Towulan [ minimal 40%;
. Triwulan [T minimal 70%; den
d. Trwulan [V minimal S90%.,

&

5. Pelaksanaan Pembiayaan Dacrah.
Pembiaynon daersh meliputi semus transeksi keusngen untuk menutup
definit atauw untuk memanfastkan surplus. Pembiayaan merupakan setiap
penerimaan yang periu dibayer kembali danfatau pengeluaran yang akan
diterima kembali baik pada tshon anggeran berkenaan maupun tahun
anggaran  berikutnya. Pembiayaan daecrah  terdini atas Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut tahapan dan ketentuan
pelaksanaan Pembiayaan Daerah:
A Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan
1.Penggunaan Siga  Lebih  Perhitungan Angearan  (SiLPA})  Tahun

Bebwlumnyve

a. Selinith antara S5iLPA tahun sebelumnyva yang dianpgearkan dedam
APAD dengan SilPA akhir tahun berdasarkan [aporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), digunakan setelah SiLPA dimaksad
diaudit Oleh GPK Rl

b. Perigpunaan  selisih  SiPA  sebagai dimaksud pada huraf oa
dikecualikan untuk pengeluaran yang bersifat darurat termasuk
mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undatean.

c. Selisih SILPA sebagai dimaksud pada huruf a, pengpunannnya
diprioritasksan untuk membeyar kewsjiban kepada pthak ketiga
(hutang belanja) dengan melakukan pergeseran angearan sesual
dengen ketentuan peraturan perundang-undangan,
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2, Pencairan Dana Cadangan

a, FPEKD melakukan analisa pencairan dana eadangan dan menyiapkan
dokumen pencairan dana cadangan untuk disampaikan kepada
Kepals Daerah untulk mendapal persetujuan,

b. Kepala Daerah melakukan otorisasi atas rencana pencairan dana
cadangan dimaksud den memberikan persetujuan pencairan.

v. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pemindah bukuvan (SP2) untuk
memindah bukukan dana cadangan dar rekening dana cadangan ke
REUTD pada tahun anggaran berkenaan.

d. Pencairan dana cadangan dilakukan dengan ketentuan:

1] Jumlah dana cadanpgan yang dicairkan sesuai dengan jumlah yang
telah ditetaplan denpan Peraturan Daersh tenrang Pembentukan
Dana Cadanpgan;

2} Dalam hal dana cadangan belom dipunakan sesuai dengan
peruntikannya, dana teraebut dapat ditempatlan dalam portololio
yang nemberikan hasil tetap dengan risiko rendah  seperti
deposita;

3] PMenerimaan hiasil bnga jasa, giroh imbalan
hasil/deviden/keuntungan atas rekening dana cadangan dan/atau
penempatan dulam portofolio diakui schapgad Lain-lain PAD vang
Sah,

3. Hasil Penjualan Kekayaan Dasrab yang Dipisabkan

g. PPKD selaku BUD melakukan perencanaan dan penviapan doekumen
penatrikan investasi/permyataan modal sesual dengan peraturan
petundang-undatgan.,

b. PPKD eelaku BUD memproses penjualan  investasi Pemerintah
Dacrah bersama dengan pihak perusahaan selaku pembeli inveatasi
Pemeriniah Daerah.

c. Kuasa BUD mencatat penerdmaan pembiavaan bherupa penjusalan
investasi dimaksud berdasarkan bukti penerimzan yvang sah antara
Iain seperti dukumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen
sejenis lainnya.

4. Penerimaan Kembali Pemberian Finjaman Daerah

g Derdasarkan perjanjian pinjaman daersh dan DPA-SKPED, PPED
menyusan rencana penerimaan Kembali pinjaman daersh  pada
tahun anggaran 2025,

b, Kuasa BULD mencatat penetimasn pembiavaan atas penerdmean
kembali pinjaman daerabl berdasarkan bukli transfer) notifikasif
informasi lainnya yang diprreamakan.

5. Penerimann Pembiayaan Lainnya Sesual dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

a. PPKD menyusun rencana penerimaan pembiayvaan yang bersumhber
dari Penerimaan Pembiayaan Leinnya Sesual denpan Ketentuan
Peratiiran Perundang-undangan pada tahun anggaran 2025,

bA Lty

Dipindai dengan CamScanner



b. Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan atas Penerimaan
Pembiayann Lainnya Sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan  berdasarkan  bukd  transfer/notifilasil
informasi lainaya yang dipersamakan,

6. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAY

a, PPKD melakukan analisq pencairan dana abadi dan menyiapkan
dolkumen pencairan dane abadi antuk disampaikan kepada Kepala
Daerah untuk mendapat perselujuan.

b. Hepala Daerah melakukan otorisasi atas rencana pencairan dana
abadi dimakaud dan memberikan persetujuan pencairan,

c. PPED menerbitkan Surat Perintah Pemindah hukuan (8P2) untuk
memindah bLukukan dana abadi dari rekening dana abadi ke REUD
pada tahun angraran berkenaan.

d. Pencairan dana abadi dilakukan dengan ketentuan:

1} Jumlah dana abadi yang dicairkan acsuai dengan kebutuhan
untul  penpeluaran . yang  telah  ditetapkan  sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;

2) Dalam  hal dana abadi belom  dipunakan eesuai dengan
peruntukannya, dene terschut dapat ditempatkan dalam portofalio
vang memberikan hasil tetap dengan nsiko rendah seperti
deposilo;

3| Penerimaar hasil hunga jasa giro/imbalan
hagil/deviden/keuntungan atas  rekening  dana cadangan
dan fatau penemnpatan dalam portofolio diakui sehagal Ladn leun
PAD yang Sah.

7. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

a. Berdasarkan perjanjian pinjaman deerah dan DPA-3KPRD, PPED
meEnyusun rencana penetimaan pembiayasn utang daersh pada
tahun angraran 2025,

b. Kuasa BUD mencalal penerimasn pembiayaan ates penerimaan
pembiavaan utang daerah pada eabhun anggaran 2025.

B. Pelalisanaan Penpeluaran Pembiayaan
1. Permnbayaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo

a. Pembavaran cicilan pokok uotang vang jatuh tempo digunakan
untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

h. Pemhayaran ricilan pokok utang yveng jatuh tempo didasarkan pada
jumlah yang hams dibayarkan sesusi dengan perjanjian pinjaman
dan pelaksensannva merupakan prioritas utama dari seluroh
kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berkenaan berdasarkan pemanjian pinjaman.

c. Pembaysran wcicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.
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d. Pemerintah dagrah wajib membayar cicilan pokek utang dan
dinnggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirmya
kewajiban dimalosud,

e. Dalam hal angparan yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat
melakukan pelampanean pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD,

f. Tata cara pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo
1} Mendasari DPA-SKPKD dan  Peganjian  Pinjuoman  Daerah,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
menyiapkan SPP-LS Pembayaran Pokok Utang vang Jatuh
Tempo, dan mengajukan kepada PAJKPA melalui PFE SHEFPD,
dilampiri:

a] Draf SPTJM FA/KPA

b) Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah,

c] SBalinan DPA-SKPKD: dan

d] Salinan SPD.

2} PPR SKPD memverifikasi SPP-LS Pembayaran Fokok Utang vang
Jatuh Tempo beserta lampirannya sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-uhdangarn, dan berdasarkan hasil verifilasi
FPK SKPD menviapkan Draf 8PM-L5 Pemhbayaran Pokok Utang
yang Jatwh Tempo serta  menyvampaikan kepada PAJEPA
dilampiri:

a] Draf SPT.IM PA/KEPA; dan
b) Surat Pemvataan Verifikasi PPK SKPD.

3) PA/KPA melakukan proses olorsasi dan menandatangani SPM-
LS Pemhavaran Pokek Utang yang Jatuh Tempo, serts
menyampaikan kepada Kuasa DUD dilampini:

a] SPT.IM PAJKFA; dan
b Burat Pernvalaan Verifikasi PPK SKPD.

41 Kuasa BUD memverfikasi 5PM-LS Pembayvaran Pokok Uteng
vang Jatuh Tempo beserta lampirannya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan herdasarkon hesil verifikasi
Kuasa BUD mencrhitkan SP20-LS Pembayaran Polkok Utang
yangJatuh Tempo,

3) Berdasarkan SP2D-LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh
Tempo, Bank Penempatan ERKUD memindah bokukan ke
rekening pihak ketiga selaku pemberi pinjaman,

g Mekaniame Pembayaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo
sebagaimana dimaksud pada huruf [ dikecualikan  untuk
Pembuyaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dalam rangka
Program Pemulihan Ekonomi Nasipnal pada PT. Sarana Multi
Infrastruktur (SM]) dengan cara diperbitungkan langsung terhadap
penyvaluran dana transfer umum berdasarkan permintaan dasi PT.
SM] kepada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

, b btk

Dipindai dengan CamScanner



h. Pendapatan TKD dan Pembayaran Cicllan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo dalam rangka Prograrmm Pemulihan Ekonomi Nasional pada
PT. Barana Multi Infrastruktur (SMI] dengan cara diperhitunghkan
langsung terhadap penyaluran dane transfer umum sebagaimana
dimaksud pada hurul g dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
BUD sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyertaan Modal Daecrah

a. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerinteh deerah pada Badan Usaha dengan mendapat
hak kepemilikan.

b. Penyertaan modal pernerintah daersh ptas barang milik decrah
merupakin pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayasn yang dipisahkan wntuk diperhitungkan sebagai
modal/saham dacrah pada badan uwsaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau hadan hulkwm lainoye vang duniliki
nNegaTa.

¢. Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Dasrah
1) Mendasari DPA-SKPKD dan Peraturan Daerah  tentoang

Penyertesn Modal Pemerintah Daerah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  menviapkon

SPP-LE Penvertaan Moadal Daerah, dan mengajukon kepada

PA/KPA melalui FPE SKPD, dilampiri:

a) Draf SPTJM PAJKTA;

b] Peraturan Daerah tentang Penyerlaan Modal Pemenntah
Daerah;

z] Salinan DPA-SKPKD; dan

d] Salinan SPD.

2] PPK SKFD» memverifikasi SPP-L3 Penyertaan Modal Dacrah
beserte  lampirannya  sesual dengan  ketentuan peraturan
prrundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK
SBKPD menviapkorl Draf 3PM-LE Penvertasn Modal Daerah serta
menyampaikan kepada PAKPA dilampiri:

a) Draf SPTJM PASKPA; dan
b} Surat Pcrnyataan Verifikasi PPK SKPD.

3) PAJKPA melakukan proses otorizsasi dan menandatangani SPM-
1.5 Penyertaan Modal Daerah, serta menvampaikan kepada
Kuasa BUD dilampic:

a} SPTJM PAJKPA; dan
b) Surat Pemmyataan Verifikasi PFK SKT'D,

4] Kuasa BUD memvenfikasi 8PM-LS Penyertaan Moadal Daerah
heserta  lampirannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa
BUD menerhitkan 3P2D-1.8 Penyertaan Modal Daesrah.
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5) Berdasarkan 8F21-L8  Penvertaan Modal Daerah, Bank

Penempatan RKUD memindah bukukan ke rekening perusahaan
yang bersangkutan,

3. Pembentukan Dana Cadangan

n. Dana eadangan wntuk setiap tehun ditempatkan pada rekening
tersendii untuk Dana Cadangan peada Bank Umum  yang
ditetapkan Kepala Daerah dalam  bentuk  deposite  dan/atau
investasi jangka pendek lainnya yang berlsiko rendah.

b, Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana
Cadangan Pemeriniah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebapai Lain- lain PAD Yang Sah,

€. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan uwntulk  mendanai
kebutuhan Pemerintah Dasrah melaksanakan Sub Kegiatan dalam
mencapal indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

d. Pengmunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatun berdasarkan indikator dan targel capaian sasaran yang
telah diterapkan.

e. Tata cara peluksanaan Pembentukan Dana Cadangan

1) Mendagari DPA-SKPEKD  den  Peraturan Daerah  tontang
FPemberitukan Dana Cadangan, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  menyiapkan
SPP-LS Pembentukan Dana Cadangan, dan mengajukan kepada
PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri:

A) Diral SPTJM PASKPA;

bi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
¢] Balinan NPA-SKPKD, dan

d) Salinan SPD.

2} PPK SWPD memveriikasi SPP-LE Pembentukan Dana Cadangan
heserta  lampirannoys sesual  dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan, dan berdasarkan huasid verifikasi PPK
SKPD menviapkan Draf SPM-LS Pembentukan Dana Cadangan
serla menyampaikan kepada PAJEPA dilampiri:

a) Drafl SPTJM PAJKPA; dan
h| Surat Pemmyataan Verifikasi FPK SKPL,

A PAJKPA melakukan proses otorisasi dan menasndatangani SPM-
L3 Pembentukan Dana Cadanpan, serta menyampaikan kepada
Kuasa BUD dilampiri:
al SPTJM PASKPA; dan
b} Surat Femyataan Verifikasi PPE SKPD,

4} Kuasa BUD memverfikasi 5PM-LS  Pembentukan Dana
Cadangan beserta  lampiranniya sesuai  dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  dan  berdasarkan  hasil
verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan 3F20-15 Pembentukan
Dana Cadangan.

5| Berdasarkan SP20-15 Pembentukan Dana Cadangan, Bank
Penempatan REUD  memindah bukukan ke rekening Dana
Cadangan yang ditetapkan Qleh Kepala Daerah,
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4. Pemberian Pinjaman Daerah

. Pemberian Pinjaman [eerah dapat dilakukan apabila APBD
diperkiralan surplus.

b. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yanp ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian pemberian pinjaman, pemberan utang,

c. Tata cara pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah

1} Mendasari DPA-SKPKD dan Peraturen Daerah  lentang
Petnberian Finjaran Daerah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu  menyiapkan
5FP-L2 Pemberian Pinjaman Daerah, dan mengajukan kepada,
PASKPA melalul PPK SKPD, dilampiri:

a} Draf SPTJM PAJEPA;

b} Perjanjian Pinjaman Daerah;
¢} Salinan DPA-SKPKD; dan

d) Salinan SPD.

2} PPK BKTPD memverfikasi 3PP-L3 Pemberian Pinjaman Daerah
beserta  lampirannya aceual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undanpan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK
SKI'D menyiapkan Draf SPM-L2 Pemberian Pinjaman Dzerah
seria menyampaikan kepada PASKPA dilampiri:

a) Draf SPTJM PA/KPA: dan

bl Surat Pemyataan Venifikasi PPK SKPTY,

3] PA/KPA melakukan proses olorisasi dan menandatangani SPM-
LE Pemberian Pingaman Daerah, serta menyamnpaokan kepada
Kuasa BUD dilarmpini:

a) SPTJM PASKPA; dan

b} Surat Pemyatasn Verfikasi PTK SKPL.

c) Kuasa BUD memverifikaai 5PM-15 DPemberian Pimjaman
Dasrali  Desertn  lampirannya sesual dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan  berdasackan  hasil
verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Prmberian
Pinjaman Dacrah.

d} Berdasarkan SP20-1S Pemberian Pinjaman Daerab, Bank
Pencmpatan BEUD memindah bukukan ke rekening RELIDY
Pemerintah Daerah eelaku penerima pinjaman,

5. Pelaksanaan Penpadaan Barang/Jasa.

A Pemerntah Daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata
kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan
pengadaan harang,/jasa di Pemerintah Daerah, dengan:

1. membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektonik
Lokal,
2. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
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3. mencantumkan E-purchasing melalui Katalop dan  market plas
pemerintah dasrah yang ditctapkan sesuai dengan ketenbuan peraturan
perundang-undangan;

4. melakukan pedanjian/perikatan  oelalui surat pesanan dalam
prlaksanuan Epurchasing;

5. memanfastkan sistem penpadasn yang terdid dari Sistem [nformasi
Hencana Umum  Pengadaan (S{RUP), E-Tendering E-Seleksi, E-
Purchasing, BWon ETendering dan Non B-Purchasing, setta E-Kontrak;

0. melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran;

7. pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan
hasil pekerjaan fisik dan keuangan vang ditetapkan dalam kentrak;

8. memastikan sctiap konuak/lelang scauai dengan volume, spesifikasi
dan standar harpa saluan yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah berpedoman pada peraturan perundang-undatgan;

%, dalam pelaksanaan perubahan kontrak penpadaan barang/jasa sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  wajib - melampirkan
dokumen kontrak awal yung asli dan menjadikan kontrak tersebut
menjadi satu kesatuon dengan kontrak vang boru dalam pelaksanaan
pekerjaan serta dijadikan sebagai dokumen pertanggungjawaban; dan

10 dokumen kontrak pengadaan barang jasa tdek dapat  dijadikan
jaminan  [agunan] dalam pengajuan pinjaman ke bank olch pihak
ketiza.

B. Pemerintah Dacrah segera melakuksn perceparan pengadaan barang jeasa,
dengan tahapan achagai berikut:

1. PAJKPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan [EUPF) semua jenis
peket pengadaan melalui aplikasi SiRUP setelaln penendatangsnan
Dwkumen Persetujuan Bersama RAPBD TA 2025 anlara Kepala Daerah
dengan Fimpinan DPRDY dengan memedemani kelenlusn Paszal 22
Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018;

2. Dalam hal pengadaan barang/jasa  vang konlraknya  harus
ditandarangani pada awal tahun, dapat dilakukan melalui pengadaan
diniftender dind yang pemilihannya dapat dilakssanakan setelah
penandatanganan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Pelaksanasn pemiliban dimaksud  dilakukan
setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SiRUP.
Pengedaan  dini/tender dini  dilakukan  oleh  Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa vang ditctapkan untuk imelaksanakan pengadasn
barang/jasa APED TA 2024 dengan penugasan oleh kepaln daerah;

3. Pejabat Pembuat Komitmen segera menyiapkan dokumen peroncanaan
tender dini dan membuat paket tender melalui SPSE sctelah RUP
diumumkan;

4, Proses tender paket Jasa Kensultan Perencana, Manajemen Konatruksi
dan pakel-paket pekegaan rulin dirnulai sebrium whun anggaran
berjalan (tender dini]; dan

5. Kontruk paket penpadaan pekerjaan dengan tender dini ditandatangani
gatelah pengesahan DPA-SKPD oleh FPED selaku BUT,
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C. Dalam rmangka mengurangi biaya proses penpadaan, efisiensi belanja
pemerintah, dalam pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-hesarmya (value
for money}, serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negen,
Pemerintgh Daerah melaksanakan  Konsolidasi Pengadaan  dalam
pengadann barang/jaza yang menpgabungkan beberapa paket penpadaan
barang/jasa sejenis, Pelaksanaan Konsolidas! Pengadaan dilakukan
denpgan tahapan sebagri berkut:

Pra persiapan Konsolidasi;

Persiapan Konaolidasi;

Pelakzanaan Konsolidasi;

Ponandatanganan Kontrak Pavung;

Penayangan dalam Katalog Elektronik LKPP, dan

. Pembelian melalui E-Purchaaing,

D. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan
Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi
dalam pengadaan barang jasa sesuai denpgan ketentusn Pasal 66 dan &7
Meraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:

l. Pemerintah Daerah wajlb mengalokesiken dan melaksanakan paling
scdikit 40%, (empat pulub persen) dari nilai anggaran belanja barang,
jaza yang dikelolanya untuk penpgunaan produk usaha kecil dan/atau
koperasi;

2, Pemerintah Daetah wajib menggunakan produk dalam negen yang telah
memilikd nilai Tingkat Komponen Dalon Negeri (THDMN] ditambah nilai
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP] paling sedikit 40% [empat pulub
petrsen); dan

3. Pemenntah Daerah memberikan preferensi harga pada pengadsan
barang/jasa dengan  ketentuan diberikan  terhadap buarang wvang
memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

E. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Penpgadasn Barang/Jasa,
bentulk  kontrak dan bukbt  pertanpgmungiawaban  terdin atas Lokt
pembelian /pembayaran, kuitansi, surat perinteh kerja, surat perjanjian
dan surat pesanen sesusi dongan ketentuan Pasal 2B dan Pasal 29
Feraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 , sebagai berikut:

1. Bukti pembelian/pembayaran digunaken untuk penpadasn barang/jasa
lainnya dengan nilai paling bLanyak REpl0.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);

2. Kwitansi dipunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnys dengan nilad
paling banvak Rpa0.000.000,00 {lima pulub juta ripiah);

3. Surat Perintah Kerja [SPK) digunakan untuk pengadsan barang/jasa
[ainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000,000.00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratua juta rupiah), jasa konsultansi dengao nhilai paling bhanyak RP
100.000.000,00  (seratus juta rupiah), dan penpgadaan pekerjaan

konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000,000,00 (dua ratus
juta rupirhj;
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4, Surat perjanjian  digunakan untuk pengadean  barang/pekerjaan
konstruksi/jasa Jainnya dengan nilai paling sedikit di  atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juts rupiah] dan untuk pengadaaAn jasa
konsullasi dengan nilai paling sedikit di atas Rpl100.000.000,00 [seratus
juta rupiah); dan

5. Surat pesanan dipunakan untuk penpadasn barang/Jasa melalun E-
purchasing.

F. Meningkatkan jumlzh transaksi belanja pengadasn barang/jasa kepada
Usaha Mikro dan Kecil [UMK) lokal yang tergabung dengan Peryelenggara
Perdagangan Mclalui Sistem Elektronik [PPMSE] / Marketplace dalam toko
daring vang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
(LKPF).

4. BKPD dalam melaksanakan kegiatan vang bersifat fisik, agar menghindar
adanva anggaran Detail Engineering Desipn (DED] bersamaan waklunya
dengan pelaksansan kegiatan. [Dalam hal kegiatan DED dan kegiaton
fisiknva disngparkan dalam AFBD tahun Anpgaran yang Sama, agar
dilakuken percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun anggaran
berkenaan dan untuk pelaksanaan pekerjnan fsiknya diselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran.

7. Pelaksanaan Pengeluaran Dikarenakan Keterlambatan Penetapan AFELD,

A, Dalam hal APBD terlambat ditetapkan maka  segera menetaplkan
peraturan kepala daérah mengenai pelaksanzan pengeluaran setinp bulan
paling unpgl sebesar seperduabelas jumlah penpeluaran APBD TA 2024,
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3}
Peraturan Pemerintah Homor 12 Tabun 2019,

B. Pengeluaran setinp bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibatasi
hanya untuk keperluan mendesak, sesual dengan ketentuan pernturan
perundang-undangan, meliputi:

1. Belanja yang bersifat mengikat yeitu belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialekasikan oleh Pemerintah Daerah dengan
jumiah yang cukup untuk keperluan setinp bulan dalam tabhun
anggaran yang berkenaan, scperti belanja pegawai, belanja barang dan
jama; dan

2. Belapja vyang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnye
kelangsungan pemenuhan pendansan pelavanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan, kKesehatan, melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjarmarn
vang telah jatuh tempo, dan kewajiban [lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Berdasarkan  Peraturan  Kepala Daerah  mengenai pelaksanaan
pengeluaran setiap bulan sebagaimane tersebut pada huruf A, PPRD
segera  menerbitkan  Surat  Penyediaan Dana  (SPD)  sebagai  dasar
pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran sctinp bulan dimiaksud
dapat dibayarkan pada awal bulan Januari 2025,
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D. Pengeluaran setinp bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan hurf
B ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025 atau
Peraturan Kepala Dacrah lentang APRD TA 2025.

E. Bagi Pemenntah Daerah yang melaksanakan pinjaman daerash wajib
membayarkan pokok dan bunga pinjaman daerah, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.

E. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 20335,

A. Kepala daerah melakukan pembinaan dan  pengawasan  terhadap
pengelolaan keuangan daerah bagi perangkat daerah sebagaimana amanat
Pasal 216 ayat {2] hurufl ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan, secrta penclitian dan pengembangan. Selanjutnya pengawasan
dilakukan dalam hentuk audit, revin, evaluaai, pemantauan, bimbingan
teknis, dan bentuk penpawasan [lainnya sesuad dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangar,

B. Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi capalan realisasi
APBD, pemerintah daerah melaksonakan pemantavan dan evaluasi
pelaksanaan APRD secara periodik untuk menjernin:

1. Efcktivitas pelaksanaan anggaran, vaitu btercapainya tujuan;sasaran
program, kegiotan, sub kegiaton, Output belanja scauai rencana yang
telah ditetapkan dalam DPA-SKEPD pada masing-masing SKPD/Unit
SKPT;

2, Efisiensi penggunaan anggarar, yaitu tercapainys  nijuan/sasaran
propram, kegiatan, sub kegiatan, Output belanja vang relah ditetapkan
pada masing-masing SKPD/Unit SKPD dengan penggunaan input yang
seminimal prangkin; dan

3. Kepatuhan terhadap repulasi  pelaksanaan  angeoran,  vaitu
pelaksanaan angegaran dan  pengelolaan  keuangan daerab vang
dilakaanakan secarn (ertib dun taat sesuai Ketenfuan  peratdran
perundang-undangarn.

C. Hasil pemantavan dat evaluas pelaksanasn APED digunakan untuks:

1. Evaluasi kineda pelaksanaan APBD;

2. Pengendalian pendapatan daerah;

3. Penpendalian belanju daerah; dan

4. Peningkatan efisiensi anggaran belanja.

I, Berdasatkan hasil monitoring pelakeanaan kegiatan dan aub keplatan,
bagi SKPFD dengan realisasi APFBD yang tdak mencapai tergat capaian
realisasi trivulanan schagaimana dimaksud pada angka 1V huruf K,
Kepala Dasrah dapat memberikan sanksi berupa leguran  tertulis,
pengurangan techadap tambahan penphasilan berdasarkan prestasi kerja
dan sanksi lainnya zesuai kewenangan kepala daerah vang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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E. Gubernur selaku Wakil Pemerniah Pusat di Daerah  melakukan

monitaring dan evaluasi percepatan tealizasi APBD pada Pemenntah
Kabupaten/Kota di wilayahnya dan melaporkan hasil menitoring dan
evaluagl tersebut Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal

Dina Keuanpan [aeruh, paling Lambat tangsal 10 (sepulub] setiap
bulannya.

. Dalam rangka evaluasi percepatan realisasi APBD  secara nasional,

FPomenntah Daerah wajlb menyampaikan daets berupa Laporan Rrealisas
Anggaran dan Neraca bulanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Direldur Jenderal Bina Keuangan Daerah, paling Lambat tanggel 10
{(sepuluh) bulan berikutnya.

1. Selanjutya, untuk evaluas pelaksanasn APBD, pemennteh daerah wajib

menyyampaikan laporan keuangan pemerintah daesrah acmester pertama
berupa Laporan Realizasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca kepada Menteri Dalam Negeri mclalui

Diirekiur Jendersl Bina Keuangan Daerab, paling Laonbal akhor bualan Juli
2025,

Ditetapkan di Unaaha
pada tanpggal,
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